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“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku,
sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku
dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

(QS Al-Bagarah : Ayat 186)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari
bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana
ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut:
A. Konsonan
Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat

pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
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Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
1 Fathah A A
] Kasrah I I
{ Dammah U U]

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:




Tanda Nama Huruf Latin Nama

g Fathah dan ya Ai Adan |
}'\ Fathah dan wau lu A dan U
Contoh:
QS Kaifa
Ja:Haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda,

Harkat dan Niiia Huruf dan Nsiisii
Huruf Tanda
- © Fathah dan alif atau ya a 25:’1 gatis:di
= 1 dan garis di
- Kasrah dan ya I atas &
s _ u dan garis di
- Dammah dan wau i
atas
Cont

D. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbtitah ada dua, yaitu: ta marbttah yang hidup atau
Contoh:
Sla o mata
L ramd
Ji : gila
Si3a yamiitu
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mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JabYl ia3) : raudah al-atfal
bl 3020 almadinah alfadilah
aasall . al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (- ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

&) : rabband

U3 : pajjaina

& al-haqq

& : al-hajj
a2 puima

e ‘aduwwu

Jika huruf < ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharkat kasrah (- ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

&= @ 'All (bukan ‘Aliyy atau “Aly)
& o ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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F.

G.

H.

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Oeadll : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

4-1)1 W : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

Al alfalsafah

2Q - al-biladu
Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:

43546 ta 'murina

¢ s al-nau’

& (4 syai'un

{‘;,.‘)J; umirtu
Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-
Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah qgabl al-tadwin

Al-‘Ibarat Fi ‘Umum al-Lafz la bi khusiis al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (H)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah. Contoh:

sj.ih\ :_,g.'t : dinullah

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

3 e o8
bl A

AP’

: hum fi rahmatullah

i ¥
8!

J. Huruf Kapital
Meskipun sistem penulisan Arab secara intrinsik tidak mengenal konsep

huruf kapital (huruf besar) seperti yang ada dalam aksara Latin, proses
transliterasi dari aksara Arab ke dalam aksara Latin, khususnya dalam konteks
Bahasa Indonesia, wajib mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
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Adaptasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan teks dalam
bahasa Indonesia, bahkan ketika konten aslinya berasal dari bahasa Arab.
Prinsip dasar penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab mengikuti
aturan umum EYD, di mana huruf kapital diaplikasikan untuk penulisan:

e Huruf awal pada nama diri (hama orang, tempat, atau bulan).
Sebagai contoh, 'Muhammad’, 'Mekkah', atau 'Ramadhan’ akan
ditulis dengan huruf kapital di awal, meskipun dalam tulisan Arab
aslinya tidak ada pembedaan ukuran huruf.

o Huruf pertama pada permulaan kalimat. Setiap kalimat yang diawali
dengan kata atau frasa yang berasal dari transliterasi Arab juga harus
dimulai dengan huruf kapital. Perlakuan Khusus untuk Kata
Sandang al-: Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian
adalah penulisan kata sandang al- (J') yang sering mendahului nama
diri atau judul dalam bahasa Arab. Dalam kasus ini:

o Jika al- mendahului nama diri, yang ditulis dengan huruf kapital
tetaplah huruf awal dari nama diri itu sendiri, bukan huruf awal kata
sandangnya. Contoh: 'Al-Ghazali' (bukan 'AL-Ghazali").

e Namun, apabila kata sandang al- tersebut berada di awal kalimat,
maka huruf 'A' dari kata sandang tersebutlah yang menggunakan
huruf kapital. Contoh: "Al-Qur'an adalah kitab suci..."

o Ketentuan yang sama berlaku secara konsisten untuk huruf awal dari
judul referensi (buku, artikel, dll.) yang diawali dengan kata sandang

al-. Huruf 'A’" pada al- akan dikapitalisasi jika judul tersebut berada
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di awal kalimat, atau jika itu adalah bagian dari nama diri judul.
Penerapan kaidah-kaidah ini memastikan bahwa meskipun berasal
dari sistem penulisan yang berbeda, teks transliterasi Arab dapat
terintegrasi dengan baik dan memenuhi standar ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku, sehingga memudahkan pembaca dalam
memahami dan menginterpretasi informasi., baik ketika ia ditulis
dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tiis Abii Nasr al-Farabi Al-Gazalr

Al-Mungiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Azka Ribhy Miftah, NIM, 200201110005, 2025, “ Sengketa Pembagian Harta
Bersama  Perspektif Maqashid Syari’ah  Al-Syatibi (  Studi  Putusan
1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci : Harta Bersama, Maqgashid Syari‘ah, Al-Syatibi, Putusan Pengadilan
Agama.

Penelitian ini membahas sengketa pembagian harta bersama dalam Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
dengan menggunakan perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi. Fokus penelitian
diarahkan pada analisis pertimbangan hakim serta keselarasan putusan dengan
prinsip Magqashid Syari’ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (hifz al-
mal). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa putusan pengadilan dan
bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam dan perundang-undangan
terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi tergugat
terkait keberadaan pihak ketiga (Bank Mandiri) karena bank hanya berperan
sebagai pemegang jaminan, bukan pemilik objek sengketa. Hakim juga menyatakan
bahwa gugatan terhadap harta yang masih berstatus hak tanggungan tidak dapat
diterima sebelum pelunasan utang, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam
perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi, putusan hakim yang menolak gugatan
rekonvensi tergugat karena tidak disertai bukti yang jelas mencerminkan prinsip
perlindungan harta. Penetapan pembagian harta bersama secara adil serta
pembebanan utang secara proporsional menunjukkan upaya menjaga
kemaslahatan, baik dalam aspek daruriyyat maupun hajiyyat. Putusan hakim
tersebut selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan
pemeliharaan hak kepemilikan para pihak.
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ABSTRACT

Azka Ribhy Miftah, NIM 200201110005, 2025, “Disputes over the Division of
Joint Property from the Perspective of Al-Syatibi's Magashid Syari‘ah (Study of
Decision 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)”. Thesis. Islamic Family Law Programme,
Faculty of Shari’ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keywords : Joint Property, Magashid Syari'ah, Al-Syatibi, Religious Court Decision.

This study examines the dispute over the division of joint property in the Religious
Court Decision of Malang Regency Number 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
through the perspective of Al-Syatibi’s Maqashid Syari’ah. The research focuses
on analyzing the judges’ considerations and the extent to which the decision aligns
with the principles of Maqgashid Syari’ah, particularly the protection of property
(hifz al-mal). This is a normative legal research employing a case approach and a
conceptual approach. The primary legal material is the court decision, while
secondary materials consist of Islamic legal literature and relevant statutory
regulations.

The findings reveal that the panel of judges rejected the defendant’s objection
concerning the absence of a third party (Bank Mandiri), as the bank merely served
as the holder of collateral rather than the owner of the disputed asset. The court also
ruled that claims over assets still burdened with collateral cannot be accepted before
the debt is settled, following SEMA No. 3 of 2018. From the perspective of Al-
Syatibi’s Maqashid Syari’ah, the judge’s decision to reject the defendant’s
counterclaim due to insufficient evidence is consistent with the principle of
property protection. The fair distribution of joint property and proportional
allocation of debt obligations reflects efforts to uphold public interest and ensure
justice. Overall, the decision aligns with the objectives of Islamic law in
maintaining justice and safeguarding the rights and assets of the parties involved.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perceraian kerap kali menimbulkan beberapa sengketa didalamnya, Salah
satu sengketa terbesar yang timbul setelah perceraian adalah harta bersama,
Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa per-bulan agustus 2024 sudah
ada 16.216 kasus sengketa harta bersama yang diajukan ke pengadilan agama.*
Hal itu menunjukkan bahwa harta bersama menjadi kasus sengketa setelah
perceraian terbanyak per-agustus 2024. Harta bersama adalah harta kekayaan
yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali
perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama.?

Undang-undang pernikahan di Indonesia pasal 37 nomor 1 tahun 1974
yang mengatur tentang harta bersama yang berbunyi “Bila perkawinan putus
karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing”. Hal itu
merupakan bentuk pencegahan pemerintah untuk menanggulangi sengketa
dalam perceraian salah satunya harta bersama. Hukum yang dimaksud dalam
undang-undang perkawinan pasal 37 nomor 1 tahun 1974 adalah hukum agama

pribadi masing- masing dari suami istri atau hukum adat. Masyarakat

!Mahkamah Agung. "MAHKAMAH AGUNG." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
(2005).

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Isla (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

3 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama



menjadikan harta bersama merupakan suatu kasus yang menjadi wajar
dibawa keranah hukum setelah terjadinya perceraian. Pembagian harta
bersama dalam hukum islam tidak dijelaskan didalam al-qur’an atau hadist
karena istilah harta bersama atau harta gono gini dikenal berasal dari hukum
adat (‘urf) pada masyarakat Indonesia hal ini termasuk pencampuran harta
kekayaan dalam keluarga. Sedangkan ulama’ figih menggqiyaskan
permasalahan harta bersama atau harta gono gini ini dalam konsep syirkah.*

Dalam perkawinan terdapat istilah asas kemitraan dimana dua orang hidup
bersama dan terikat dengan tali perkawinan yang masing-masing individunya
terpisah oleh haknya masing-masing akan tetapi saling tolong menolong satu
sama lain, yang dengan hal itulah tercapainya rumah tangga yang Makmur.>
Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 KHI bahwa : * janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian dan perkawinan”.® Pernyataan pasal diatas
menjelaskan bahwa bukan siapa yang paling banyak menghasilkan harta
didalam rumah tangga yang mendapat bagian lebih banyak, akan tetapi semua
harta tersebut dibagi seperdua bagi masing-masing pihak.

Disini peneliti menganalisa peristiwa dalam putusan yang dipilih
menggunakan metode Magqashid syari’ah Al-Syatibi dalam sengketa

pembagian harta bersama Pengadilan Agama Kabupaten

4Besse Sugiswati. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dan Hukum Adat." Perspektif, vol 19, no 3 (2014): 201-211.

5 Dea Putri Utami. “Kajian Filosofis Hak Janda Atau Duda Cerai Hidup Masing- Masing Berhak
Seperdua Dari Harta Bersama Menurut Mazhab Syafi’i”. Diss, Universitas Pasundan, 2018).

® Nurhadi &Subagyo. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya”



Malang nomor 2011.1619/Pdt.g/2023/Pa.Kab.mlg dimana pihak penggugat
dan pihak tergugat berjuang untuk mempertahankan harta atau memperoleh
lebih banyak harta yang diperolehnya selama menjadi pasangan suami dan istri
dengan melakukan berbagai cara.

Perlu diketahui bahwa dalam konsep penjagaan harta, Imam Asy-syatibi
memiliki teori dasar pada salah satu poin didalamnya terdapat penjelasan
dimana sesuatu yang didalamnya terdapat kemaslahatan atau kebaikan baik
dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan itu merupakan
etika yang menjembatani dalam proses menjaga harta.’

Dalam putusan pengadilan agama kabupaten malang nomor putusan
1619/Pdt/g/2023/Pa.Kab.Mlg. Bahwa penggugat yaitu istri menggugat harta
bersama yang di atasnamakan oleh suami dengan bukti-bukti yang dibawa ke
persidangan, akan tetapi suami menuduh bahwa ada harta bersama yang
diperoleh bersama diatasnamakan istri namun hal itu tidak dicantumkan
didalam posita, atas tuduhan tersebut, suami melakukan gugatan rekonvensi
untuk menggugat harta bersama atas nama penggugat (istri) yang tidak
dicantumkan dalam posita.

Penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan atau fenomena yang
signifikan dan mendasari ketertarikan peneliti untuk melakukan studi
mendalam. Aspek inilah yang menjadi motivasi utama di balik pelaksanaan

penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memiliki fokus spesifik untuk

"Halil Thahir, IJTIHAD MAQASIDI ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas
Maslahah (Lkis Pelangi Aksara, 2015).



menganalisis dan mengevaluasi putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor 1619/Pdt/g/2023/Pa.Kab.Mlg. dari perspektif Magashid
Syariah menurut pandangan Al-Syatibi. Tinjauan ini bertujuan untuk
memahami sejauh mana putusan tersebut selaras atau tidak selaras dengan
prinsip-prinsip tujuan hukum Islam yang digagas oleh Imam Al-Syatibi,
khususnya mengenai pemeliharaan lima pilar kehidupan (al-kulliyat al-khams).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi relevansi

suatu isu, tetapi juga secara kritis menguji implementasi hukum positif di
peradilan agama dengan kerangka teori Magashid Syariah yang komprehensif.
Dengan harapan penelitian ini bisa menjelaskan pertimbangan hukum dalam
putusan tersebut dengan analisis Magashid Syari’ah Al-Syatibi sebagali
kemaslahatan didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil putusan hakim terhadap putusan nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

2. Bagaimana analisis magashid syari’ah Al-Syatibi terhadap perkara
Gugatan Harta Bersama pada putusan nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah terpapar diatas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1. Untuk Mendeskirpsikan hasil putusan hakim terhadap putusan



nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

2. Untuk Menganalisis maqashid syari’ah Al-Syatibi terhadap perkara
Gugatan Harta Bersama pada putusan nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai

salah satu perjalanan pemahaman pengetahuan disiplin ilmu yang
peneliti tekuni yang hasilnya akan bermanfaat bagi peneliti dalam
kehidupan dan juga sebagai bahan latihan dalam penulisan karya
ilmiah.

2. Manfaat teoritis

« Informasi atau pustaka yang berkaitan dengan problematika
terkait dapat menjadi landasan apabila peneliti akan menulis
karya ilmiah selanjutnya.

» Pustaka, data dan informasi dapat menjadi rujukan bacaan di
program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

* Memperkaya wawasan bagi masyarakat umum, akademisi
terkait metode Maqashid Syari’ah hifdzul maal Asy-Syatibi

dalam sengketa pembagian harta bersama.

3. Manfaat Praktis



« Hasil dari penelitian ini juga berguna sebagai penerapan
pengetahuan penulis.

*  Memberikan andil dalam konsep pemikiran terhadap kajian-
kajian hukum perkawinan umumnya di Indonesia khususnya
dilingkungan Universitas Islam Maulana malik Ibrahim
Malang.

» Sebagai Syarat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan
program sarjana srata satu (S1) dan juga sebagai syarat untuk
memenuhi gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan sebagai deskripsi dari penelitian ini yaitu:
1. Harta Bersama

Istilah "harta bersama” mengacu pada seluruh kekayaan,
berupa barang atau uang, yang didapatkan oleh suami istri sepanjang
ikatan perkawinan mereka. Pengertian ini bersumber dari hukum
adat Indonesia, yang secara universal mengartikan bahwa "harta

yang ada selama perkawinan adalah harta bersama.".®

2. Magashid Syari’ah

8 Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,”
Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2018): 3, https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104.



Magqashid Syari’ah merupakan gabungan dari dua kata yakni
al- maqgashid dan al-syari’ah. Magashid adalah bentuk jama’ dari
kata maqgsud, gashd, magshd atau qushd yang memiliki kata kerja
yaitu gashada yagshudu dengan makna tujuan, adil, tidak melampaui
batas, tengah tengah, arah tujuan. Syari’ah secara bahasa
mempunyai arti yaitu mata air, dalam kata lain yaitu sumber pokok
kehidupan, sedangkan secara pengertian biasanya diartikan sebagai
al qur’an dan sunnah yang teks nya sendiri belum pernah diubah dan
dicampur dan bersifat mutawatir, sedangkan dalam muatannya

memiliki arti agidah, amaliyah, khulugiyah.®

Secara Etimologi (Bahasa): Kata "Magashid" (s.lis) adalah
bentuk jamak dari kata magshid (.u.u) atau magshud (s52), yang

berasal dari akar kata ga-sa-da (Juz3).

Secara harfiah, ga-sa-da memiliki arti menuju,bermaksud,
berkehendak, atau memiliki tujuan. Jadi, secara bahasa, Magashid
bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, atau maksud-
maksud yang hendak dicapai.

Secara Terminologi (Istilah): Dalam konteks ilmu hukum
Islam, Magashid merujuk pada sasaran-sasaran fundamental dan
rahasia-rahasia mendalam (hikmah) yang diinginkan oleh Syari'
(yakni Allah SWT sebagai Pembuat Hukum) dalam setiap penetapan
hukum-hukum-Nya.  Tujuannyatidak  lain  adalah  untuk

merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan

9 Toriquddin. "Teori Magashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi." De Jure: Jurnal Hukum dan
Syar'iah vol 6, no 1 (2014).



menghindarkan mereka dari segala bentuk mafsadah (kerusakan
atau bahaya), baik di dunia maupun di akhirat.

Pengertian Syari'ah secara Etimologi (Bahasa): Kata

"Syari‘ah” (i,2)1) berasal dari akar kata syaraa (¢;%) yang berarti

menetapkan syariat, mengikuti, atau menunjukkan jalan. Secara
umum, syari‘ah bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber air.
Dalam konteks kehidupan Arab, sumber air adalah esensi
kehidupan, sehingga "jalan menuju sumber air" menyiratkan
jalan yang lurus, jelas, dan esensial untuk kehidupan yang baik.

Secara Terminologi (Istilah): dalam terminologi Islam,
Syari'ah adalah segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT untuk para hamba-Nya.!° Ketentuan ini sangat luas
cakupannya, meliputi aspek- aspek akidah (keyakinan), akhlak
(moralitas), ibadah (ritual keagamaan), dan muamalah (interaksi
sosial dan ekonomi). Syari'ah adalah kerangka hukum ilahi yang
membimbing kehidupan manusia agar selaras dengan kehendak
Allah.

Magashid Syari‘ah: Tujuan Hukum dalam Islam, dengan
memahami kedua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan
bahwa Maqgashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan mulia dan
fundamental di balik pensyariatan hukum dalam Islam.'! Ini
bukanlah sekadar seperangkat aturan yang harus dipatuhi,
melainkan memiliki esensi dan filosofi yang mendalam. Setiap
perintah, larangan, atau kebolehan dalam Islam pasti mengandung
tujuan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan umat manusia.

Para ulama ushul figh (ahli metodologi hukum Islam) telah

10 Ali Mutakin. "Hubungan Magashid Al Syari’ah dengan Metode Istinbath Hukum." Analisis:
Jurnal Studi Keislaman, vol 17, no 1 (2017): 113-136.

11 Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Magashid Asy-Syari‘ah: Kajian Kritis dan Komprehensif.
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).



merumuskan Magashid Syari'ah menjadi lima hal pokok yang harus

dilindungi dan dijaga demi kemaslahatan manusia, yang dikenal

dengan sebutan al-Kulliyat al-Khamsah (Lima Prinsip Universal).
F. Penelitian Terdahulu

Penilitian terdahulu merupakan salah satu cara peneliti yang bertujuan
mencari perbandingan antara gagasan baru yang diteliti dan dapat menjadi
perbandingan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu juga dapat
membantu membuktikan keaslian dari pada apa yang sedang diteliti.'?> Data
yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan ditinjau dengan penelitian yang
terdahulu dengan sudut pandang yang berbeda akan tetapi dengan pembahasan
yang tidak jauh berbeda, berikut merupakan hasil penelitian yang memiliki
korelasi dengan judul diatas.

Pertama, Penelitian yang dilakukan Izzatul Wafa’ Rahmaniyah yang
berjudul Tinjauan Kepastitian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta
Bersama dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.) Penelitian ini akan mengkaji secara
mendalam  tentang kepastian hukum  dalam penyelesaian sengketa
pembagian harta bersama yang memiliki status hak tanggungan. Artinya,
peneliti seberapa jelas dan pasti aturan hukum yang berlaku ketika pasangan
suami istri bercerai dan ingin membagi harta yang selama pernikahan mereka

peroleh bersama, namun harta tersebut masih dijadikan jaminan utang di bank

12 Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik. Sekolah Tinggi
Theologia Jaffray, 2019.



(memiliki hak tanggungan).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim
Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara Nomor
130/Pdt.G/2019/PA.Gs. mendasarkan pertimbangannya pada beberapa hal.
Hakim mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan para pihak, namun
tidak menerima gugatan terkait objek sengketa Ill. Keputusan untuk tidak
menerima gugatan pada objek sengketa 111 ini diambil karena objek tersebut
masih berstatus hak tanggungan, yang berarti masih terikat sebagai jaminan atas
suatu pinjaman atau utang.Gugatan yang dilayangkan juga bersifat premature
dan memiliki potensi menimbulkan sengketa terhadap pihak ketiga.®

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Arsilliya Rifda yang berjudul
Pembagian Harta gono-gini (Harta Bersama) dalam perspektif hukum islam dan
hukum  positif  dengan  menggunakan analisis  putusan  nomor
(115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) yang didalamnya meneliti tentang bagaimana
pembagian harta bersama pada pertimbangan hakim dalam putusan nomor
(115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) dalam hukum islam dan hukum positif dan
pengertian harta bersama dalam hukum islam dan hukum positif.

Hasil dari peneletian tersebut ialah korelasi antara hukum islam dan hukum
positif dalam sengketa harta bersama dengan cara pembagian sama rata antar

suami atau istri, hal ini sesuai pada KHI pasal 97 yang menyebutkan bahwa

13 |zzatul Wafa Rahmaniyah, “Tinjauan kepastian hukum terhadap putusan pembagian harta
bersama dalam status hak tanggungan perspektif Maslahah Mursalah: Studi putusan nomor
130/Pdt. G/2019/PA. Gs.” (Diss, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).
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“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam
memutuskan perkara dengan nomor (115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) berlandaskan
pada keadilan, yang mengakibatkan hakim bersikap dalam memutuskan
perkara condong pada hukum yang timbul pada masyarakat yaitu KHI pasal
229.

Praktek hukum pada pasal 97 KHI ini perlu dipahami dengan baik dengan
perkara pembagian harta bersama dengan objek pembagian harta sebuah
bangunan rumah milik suami istri berperkara maka majelis hakim
mempertimbangkan bahwa dalam pembangunan rumah yang menjadi objek
sengketa tersebut ada campur tangan orang tua suami dan istri maka majelis
hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus pada perkara nomor
(115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) dengan pembagian kepada penggugat adalah 1/3
(sepertiga) bagian, dan 2/3 (dua pertiga) bagian diberikan kepada tergugat
karena dalam pelaksanaannya pemberian dari orang tua tergugat lebih banyak
dari pada orang tua penggugat, maka wajar dan bahkan selayaknya tergugat
mendapat bagian lebih banyak dari pada penggugat, maka dari itu majelis
hakim memiliki dasar yang kuat terhadap apa yang telah diputuskannya.*

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Anandien Ayu Putri Annisti dengan

14Arsilliya Rifda. “Pembagian harta gono-gini (harta bersama) dalam perspektif hukum islam dan
hukum positif (analisis putusan nomor: 115/pdt. g/2012/pta. bdg)”. (Thesis, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
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judul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby) Dalam penelitian Terdahulu ini
peneliti melakukan penelitian terhadap Bagaimana pengaturan hukum
pembagian harta bersama berdasarkan undang-undang Kompilasi Hukum
Islam? dan Bagaimana Putusan perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 mengatur dengan jelas definisi
harta bersama. Berdasarkan pasal ini, harta bersama didefinisikan sebagai
segala aset yang didapatkan selama masa perkawinan, tidak peduli apakah aset
tersebut terdaftar atas nama suami atau istri. Namun, terdapat pengecualian
penting: suatu barang akan dianggap sebagai harta pribadi jika uang atau sumber
daya yang digunakan untuk membelinya berasal dari harta pribadi suami atau
istri.

Dengan kata lain, jika suatu aset dibeli menggunakan dana yang
merupakan milik pribadi salah satu pihak sebelum perkawinan, atau yang
diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, maka aset
tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bersama melainkan menjadi milik
pribadi.

Dalam persidangan, terkait dengan klaim penggugat mengenai adanya
utang bersama antara penggugat dan tergugat, pihak tergugat memberikan
jawaban yang menarik. Meskipun membenarkan adanya utang kepada koperasi,
tergugat menyatakan bahwa utang tersebut merupakan utang pribadi
penggugat. Tergugat juga menegaskan ketidaktahuannya mengenai utang

tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilannya.
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Melihat jawaban tergugat ini, Majelis Hakim mencermati adanya
pengakuan bersyarat (berklausul). Pengakuan ini dinilai sebagai upaya tergugat
untuk melepaskan diri dari dalil-dalil atau tuntutan yang diajukan oleh
penggugat. Dengan Kkata lain, hakim mengidentifikasi bahwa tergugat
mengakui adanya utang, namun dengan syarat atau klausa yang bertujuan untuk
mengecualikan tanggung jawabnya atas utang tersebut.®

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awaliyah Haq dengan judul
Analisis Maqashid Syari’ah terhadap pembagian harta bersama pada putusan
Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL. Didalamnya
peneliti melakukan penelitian Pertanyaan ini ingin mengetahui bagaimana
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl terkait
pembagian harta bersama. Selain itu, akan dikaji pula tinjauan Magashid
Syariah terhadap putusan pembagian harta bersama tersebut.Penelitian ini
menemukan bahwa majelis hakim dalam persidangan memutuskan pembagian
harta bersama didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap, baik dari
keterangan saksi maupun bukti-bukti lain yang diajukan oleh kedua belah
pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Keputusan hakim menetapkan bahwa
penggugat mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dan tergugat 1/3 (sepertiga)
bagian dari harta bersama. Pertimbangan ini diambil dengan mengacu pada
teori keadilan distributif.

Pembagian yang condong kepada penggugat ini dianggap sangat rasional,

15 Anandien Ayu Putri Annisti, “Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Pembagian
Harta Bersama Akibat Perceraian Studi Putusan Nomor 4517/P.Dt.G/2021/Pa.Sby,” (Thesis,
Universitas Bhayangkara, 2022).
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mengingat sebagian besar harta bersama diperoleh dari kontribusi finansial
penggugat selama bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Hal ini menunjukkan adanya kontribusi yang jauh lebih besar dari penggugat
dalam perolehan objek harta bersama dibandingkan dengan tergugat. Meskipun
tergugat juga memiliki andil dalam menjaga dan merawat objek harta bersama
dengan bekerja sebagai buruh di pabrik Kayu Lapis Indonesia, kontribusi
finansial penggugat menjadi faktor dominan dalam penetapan proporsi
pembagian ini.

Tinjauan Magqashid Syari’ah dalam putusan Pengadilan Agama Kendal
Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl adalah bagian dari konsep maqashid Syari’ah
(Hifdzul mal) dalam hal daruriyyat dan hajiyat, dalam hal ini konsep daruriyyat
yaitu penjagaan eksistensi harta bersama pada kepemilikannya terjadi
permasalahan, hajiyat dalam hal ini adalah pembagian harta bersama pada
putusan tersebut adalah memiliki manfaat dalam hal mempermudah para pihak
(suami dan istri yang telah bercerai) Pembagian harta bersama bertujuan agar
setiap pihak dapat memanfaatkan haknya secara optimal. Setelah pembagian
terlaksana, hal ini akan memfasilitasi para pihak untuk mengelola dan
menggunakan bagiannya sesuai keinginan masing-masing.®

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Kristian dengan judul Penyelesaian

Sengketa Harta Bersama yang dijaminkan dan diperjualbelikan tanpa

16 Nur Awaliyah Hag, “Analisis Magashid Syari’ah terhadap pembagian harta bersama pada putusan
Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL.,” (Skripsi, UIN Walisongo
Semarang, 2020), 21.
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sepengetahuan mantan Suami dengan studi kasus di Desa Durensewu
kecamatan Pandaan. Didalamnya peneliti melakukan penelitian terhadap
bagaimana kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan? Bagaimana
penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminkan dan diperjual belikan
tanpa sepengetahuan mantan suami dan faktor apa saja yang menjadi
penghambat penyelesaian sengketa harta bersama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35
Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
secara bersama-sama mendefinisikan harta bersama sebagai seluruh kekayaan
yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan.

Sejak pernikahan dimulai, terjadi percampuran otomatis harta kekayaan
yang didapatkan oleh suami maupun istri. Artinya, tanpa adanya kesepakatan
lain, semua aset yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai
harta bersama. Namun, ketentuan ini bisa berubah apabila ada perjanjian
perkawinan yang secara tertulis telah disepakati oleh kedua belah pihak
sebelum atau saat melangsungkan pernikahan. Jika ada perjanjian semacam itu,
maka pengaturan mengenai harta kekayaan akan mengikuti isi perjanjian
tersebut, bukan lagi secara otomatis tercampur sebagai harta bersama.

Bila mana suatu hari timbul konflik yang menjadikan suami istri itu
berpisah maka perjanjian perkawinan yang didalamnya tercantum hal-hal yang
terkait dengan harta bersama akan ditindaklanjuti sesuai dengan perjanjian
perkawinan tersebut, namun bila tidak tercantum dalam perjanijan perkawinan

hal-hal terkait harta bersama maka ketentuan dalam kompilasi hukum islam
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pasal 88 yang mengatur tentang penanganan perselisihan antara suami dan istri
akan dilakukan di Pengadilan Agama.

Pada sengketa harta bersama ini Kepala Desan selaku mediator
melaksanakan musyawarah dengan perangkat desa dan ketua RT sebagai saksi,
dengan hasil kesepakatan dari mediasi tersebut adalah semua penjualan tanah
beserta rumah yang menjadi salah satu objek sengketa harta bersama tersebut
dibagi dengan ketentuan pihak mantan suami dengan 70% akan diberikan
kepada pihak suami, dan 30% bagi pihak istri, hal yang menjadi dasar atas
pembagian tersebut adalah pembangunan rumah tersebut tanpa campur tangan
pihak istri dan juga sebagian dari bagian penjualan objek sengketa tersebut ada
hak asuh anak yang dipegang oleh suami yang akan diberikan kepada sang
anak.

Faktor yang menjadi penghalang akan penyelesaian sengketa harta
bersama ini adalah kurangnya barang bukti yang diberikan dimuka persidangan
oleh para pihak, para pihak yang berhalangan hadir, dan saksi yang menjadi

salah satu bukti bagi para pihak tidak hadir dalam persidangan.’

17 Kristian, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminkan Dan Diperjualbelikan Tanpa
Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan),” (Thesis,
Universitas Negeri Islam Malang, 2021) http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3000.
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No Identitas Judul Persamaan Perbedaan

1 Izzatul Tinjauan Kepastitian Penelitian Penelitian
Wafa’ Hukum Terhadap terdahulu ini terdahulu ini
Rahmaniya Putusan Pembagian memiliki memilik
h (Skripsi : Harta Bersama dalam kesamaan fokus
Uin Status Hak mengenai penelitian
Maulana Tanggungan objek harta bersama
Malik Perspektif Maslahah pembahasan yang bersifat
Ibrahim Mursalah ( Studi yaitu harta tanggungan
Malang, Putusan Nomor bersama
2020) 130/Pdt.G/2019/PA.G

s.)

2. Arsilliya Arsilliya Rifda yang Penelitian Penelitian
Rifda berjudul Pembagian terdahulu ini terdahulu ini
(Skripsi Uin Harta gono-gini (Harta memiliki memiliki
Syarif Bersama) dalam kesamaan perbedaan
Hidayatulla perspektif hukum dalam dalam
h (2019) islam dan hukum pembahasan perspektif

positif analisis putusan harta hukum yang
nomor bersama dipilih
(115/Pdt.G/2012/PTA.

Bdg)

3. Anandien judul Pembagian Penelitian Penelitian
Ayu Putri Harta Bersama Akibat terdahulu ini terdahulu ini
Annisti Perceraian ( Studi memiliki memiliki
(Skripsi: Kasus Putusan Perkara kesamaan perbedaan
Universitas Nomor Dalam Dalam perspektif
Bhayangkar a | 4517/Pdt.G/2021/PA. pembahasan hukum yang
Surabaya, Shy) harta bersama dipilih adalah
2022) KHI
Nur Analisis Magashid Penelitian Penelitian
Awaliyah Syari’ah terhadap terdahulu ini terdahulu ini
Haq pembagian harta memiliki memiliki
(Skripsi : bersama pada putusan kesamaan perbedaan
Universitas Pengadilan Agama dalam dalam
Islam Kendal Nomor pembahasan perspektif
Negeri Wali 2374/Pdt.G/2019/PA. harta Magashid
Songo KDL. bersama dan Syariah
2020) merupakan
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G.

penelitian
normatif
5. Kristian Penyelesaian Sengketa Penelitian Penelitian
(Skripsi : Harta Bersama yang terdahulu ini terdahulu ini
Universitas dijaminkan dan memiliki memiliki
Islam diperjualbelikan tanpa kesamaan perbedaan
Malang sepengetahuan mantan dalam dalam metode
2021) Suami dengan studi pembahasan penelitian
kasus di Desa harta yang
Durensewu kecamatan bersama digunakan
Pandaan. merupakan
penelitian
empiris.

Dari kelima penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada
yang membahas mengenai magqashid syari’ah Al-Syatibi terhadap perkara
Gugatan Harta Bersama pada putusan nomor 1619/Pdt.g/2023/Pa.Kab.mlg.
Penelitian ini tidak mengulang atau menyamai studi-studi terdahulu, meskipun
kelima skripsi yang telah disebutkan sebelumnya juga membahas topik harta
bersama. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Artinya, meskipun fokus
pembahasan umumnya sama, kasus atau konteks spesifik yang dianalisis dalam
penelitian ini berbeda dengan yang dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya..
Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar dalam menjawab persoalan langkah-
langkah suatu penelitian dilakukan secara optimal dan maksimal, sehingga
tujuan penelitian yang terstruktur dapat dicapai dengan baik.

a. Jenis Peneltian
Secara lebih spesifik, penelitian normatif tidak hanya
berhenti pada deskripsi terhadap norma-norma hukum, tetapi juga

melibatkan analisis yang mendalam terhadap struktur, prinsip, dan
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koherensi internal dari peraturan perundang-undangan serta putusan
pengadilan. Ini mencakup penelaahan terhadap hierarki peraturan,
konsistensi antar norma, serta implikasi dari suatu ketentuan hukum
dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk
mengidentifikasi potensi disharmoni, kekosongan hukum, atau
ambiguitas yang mungkin ada dalam regulasi.'®Penelitian ini adalah
penelitian dalam perkara sengketa harta bersama yang diambil pada
putusan pengadilan dengan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka berpikir atau sudut
pandang yang peneliti gunakan untuk memilih dan mengorganisir
cakupan bahasan dalam suatu studi. Tujuannya adalah agar
peneliti dapat memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif
mengenai esensi dari karya ilmiah yang dihasilkan. Dengan kata
lain, ini adalah cara peneliti menentukan bagaimana mereka akan
mendekati topik, sehingga hasil penelitiannya bisa dipahami

denganbaik dan  memberikan keterangan yang
kuat.'®Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan

konseptual (conseptual). Pendekatan kasus merupakan metode yang

18Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen
mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan 7.1 (2020): 20-33.

19 Waston, M., and Erham Budi Wiranto. “Metodologi Studi Islam Ragam Pendekatan Dan Dasar-
Dasar Penelitian”Muhammadiyah University Press, 2023.
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digunakan dengan cara menelaah secara mendalam kasus-kasus
spesifik yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pentingnya
adalah, kasus-kasus yang dipilih untuk kajian ini haruslah kasus-
kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu kasus yang
telah diputuskan oleh pengadilan dan putusannya tidak dapat lagi
diubah melalui upaya hukum biasa. Dengan kata lain, kita
menganalisis contoh nyata dari suatu masalah hukum yang sudah

mencapai tahap akhir dan memiliki dasar putusan yang jelas.?

c. Jenis Peneltian

d.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian
normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang
aspek aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang ada didalamnya.?! Penelitian ini adalah
penelitian dalam perkara sengketa harta bersama yang diambil pada
putusan pengadilan dengan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.
Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam
memilih spektrum bahasan yang harapannya peneliti dapat
memberi keterangan dalam penelitian dengan jelas dari substansi

karya ilmiah tersebut.??> Pendekatan penelitian yang digunakan

20 Rusdin Tahir dkk., Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik.
(Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

2L Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen
mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan 7.1 (2020): 20-33.

22 \Waston, M., an
Dasar Penelitian”

d Erham Budi Wiranto. “Metodologi Studi Islam Ragam Pendekatan Dan Dasar-

20



dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan konseptual (conseptual). Dalam kerangka metodologi
penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang esensial
untuk menggali permasalahan hukum secara mendalam. Dua di
antaranya yang sering digunakan adalah pendekatan kasus dan
pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini memiliki fokus dan
tujuan yang berbeda, namun seringkali saling melengkapi
dalam memberikan pemahaman yang komprehensif.

Pendekatan kasus merupakan metode analisis yang
penerapannya berpusat pada penelusuran dan penelaahan terhadap
suatu kasus hukum spesifik. Kasus yang dipilih untuk dikaji harus
memiliki relevansi yang kuat dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Kriteria utama pemilihan kasus dalam pendekatan ini adalah bahwa
kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya telah
melalui seluruh proses peradilan dan menghasilkan putusan akhir
yang dikeluarkan oleh hakim. Dengan mengkaji putusan hakim
secara mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana suatu
norma hukum diterapkan dalam situasi konkret, bagaimana fakta-
fakta hukum diinterpretasikan, serta bagaimana pertimbangan hakim
membentuk suatu putusan. Tujuannya adalah untuk memahami
implementasi hukum secara praktis dan melihat preseden atau pola
yang terbentuk dari putusan-putusan tersebut.

Sementara itu, pendekatan konseptual memiliki orientasi
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e.

yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan
penelaahan mendalam terhadap berbagai konsep hukum yang
relevan dengan isu yang diteliti. Penelaahan ini tidak hanya terbatas
pada definisi-definisi normatif, tetapi juga merambah pada
eksplorasi pandangan-pandangan teoretis dan doktrin- doktrin yang
telah berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, jika konteks
penelitiannya relevan, pendekatan ini juga akan menggali doktrin-
doktrin yang ada dalam ilmu agama, terutama dalam penelitian
hukum Islam atau hukum vyang memiliki landasan
keagamaan.?Melalui pendekatan konseptual, peneliti berupaya
membangun kerangka teoretis yang kokoh, memahami filsafat di
balik suatu konsep hukum, serta menganalisis bagaimana berbagai
konsep saling berhubungan dan membentuk suatu sistem pemikiran
hukum yang utuh. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi
argumen-argumen fundamental dan asumsi-asumsi dasar yang
menopang suatu peraturan atau praktik hukum.?*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan hakim
nomor 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg sebagai pendekatan dan
menggunakan analisis perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi.
Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana

23 Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." Metodologi Penelitian Hukum 6

(2023).

24 Djulaeka, dan Devi Rahayu. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Scopindo Media

Pustaka, 2020).
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data yang dibutuhkan peneliti dibagi menjadi dua bagian yaitu

Bahan Hukum primer dan bahan hukum skunder.

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah jenis data yang langsung kita ambil
dari sumber aslinya. Bayangkan ini seperti mendapatkan
informasi langsung dari tempatnya bermula. Contoh dari bahan
hukum primer ini adalah:

e Undang-undang: Aturan tertulis yang dibuat oleh
pemerintah.

o Risalah resmi: Catatan atau laporan resmi dari suatu
pertemuan atau proses hukum.

« Putusan pengadilan: Keputusan resmi yang dibuat oleh
hakim dalam suatu kasus.

o Dokumen resmi negara: Berbagai dokumen penting yang
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara.
Singkatnya, ini semua adalah sumber-sumber yang paling
dekat dengan kejadian atau aturan hukum yang
sebenarnya.?® Penelitian ini menggunakan data primer
berupa putusan pengadilan dengan nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai informasi

%57ainuddin Ali. Metode penelitian hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
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f.

tambahan yang menjelaskan topik penelitian, terdiri dari undang-
undang, catatan resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen
negara. Peneliti dalam kasus ini secara spesifik menggunakan
buku-buku tentang hukum dan jurnal yang relevan dengan tema
penelitian sebagai bahan hukum sekundernya.
3. Bahan Hukum Tersier

Dengan demikian, bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai
instrumen navigasi dan orientasi, memungkinkan peneliti untuk
lebih efisien dalam mengidentifikasi, mengakses, serta
memahami kompleksitas informasi yang tersaji dalam sumber
hukum primer dan sekunder. Keberadaannya sangat krusial
dalam memperlancar proses penelitian hukum dan memastikan

kelengkapan tinjauan literatur.?®

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan studi
pustaka. Yaitu pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum
premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang
relevan dan sejalan denga napa yang sedan diteliti oleh peneliti yaitu
tentang sengketa pembagian harta Bersama yang dikaji dan diambil
dalam putusan pengadilan agama nomor

1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan dianalisis menggunakan

% |shag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung :

Alfabeta, 2017).
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g.

perspektif maqashid syari’ah imam asy-syatibi.

Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merubah data mentah kedalam

tulisan yang dapat dipahami.?” Metode pengolahan data yang
digunakan peneliti harus sesuai dengan objek penelitian bertujuan
agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian, metode
pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Edit

Tahapan edit merupakan fase krusial di mana peneliti
melakukan proses verifikasi dan seleksi ulang secara cermat
terhadap seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan. Tujuan
fundamental dari tahapan ini adalah untuk memastikan
keselarasan optimal dan relevansi fungsional data tersebut
dengan kebutuhan spesifik penelitian yang sedang dijalankan.
Proses edit ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan
merupakan filter esensial untuk menjamin bahwa hanya data
yang valid, akurat, dan secara langsung berkontribusi pada
pencapaian tujuan penelitian yang akan digunakan dalam
analisis  selanjutnya.®Pemeriksaannya meliputi  kejelasan

maksud jawaban dan korelasi jawaban dan data yang telah

27 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian
Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. (Riau: CV. Dotplus Publisher,

2022).

28 Bambang, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003).
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dikumpulkan. proses pengeditan dilakukan setelah melakukan
pengumpulan segala yang berkaitan dengan harta bersama yang
dianalisis menggunakan perspektif Magashid syari’ah Al-
Syatibi.
2. Kilasifikasi

Klasifikasi adalah penataan buku di perpustakaan. Ini adalah
cara kita, sebagai peneliti, mengelompokkan semua bacaan atau
materi yang punya hubungan satu sama lain. Bertujuan agar
semua bahan itu bisa jadi sumber hukum yang relevan dan
terstruktur untuk penelitian kita. Jadi, kita bisa menemukan dan
menggunakan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah
dan akurat.?® Dalam penelitian ini pengelompokan dilakukan
berdasar atas rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Pengelompokan data menjadi dua yaitu putusan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.MIlg tentang harta bersama dan
putusan tersebut dikaji dengan perspektif Magashid Syari’ah Al-
Syatibi.

3. Verifikasi
Verifikasi adalah pemeriksaan kembali terhadap sumber

bahan hukum yang dimiliki oleh peneliti *°baik undang-undang,

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum.
30 Budi Juliardi dkk., Metode penelitian hukum. (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)
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kompilasi hukum islam, literatur-literatur yang membahas
tentang harta bersama, dan sumber bahan hukum lainnya.
4. Analisis

Analisis adalah proses pengurutan serta menyingkatkan data
bertujuan agar pembaca mudah memahami apa maksud dan
tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Dalam hal ini bahan
yang diurutkan meliputi literatur yang berhubungan dengan
harta bersama dalam putusan nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perspektif Maqasih Syari’ah Al-
Syatibi.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian di mana peneliti merangkum
dengan singkat dan jelas seluruh hasil penulisan yang sudah
diatur secara sistematis. Intinya, ini adalah cara untuk
menyampaikan inti dari apa yang ditemukan dan dibahas dalam
penelitian tanpa bertele-tele.3! kesimpulan merupakan tahap
penting yang didasarkan secara fundamental pada latar belakang
serta rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Setelah
seluruh sumber bahan hukum terkumpul dan hasil penelitian
terolah, data-data yang diperoleh tersebut kemudian

diinterpretasikan secara cermat. Proses ini bertujuan agar

31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum.120.
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kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan
temuan empiris, tetapi juga secara langsung menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga
memberikan resolusi atau pemahaman baru terhadap isu yang

diteliti.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Perceraian

Perceraian seringkali dimaknai sebagai puncak dari serangkaian
masalah yang tak dapat diselesaikan oleh suami istri. Ini bukan sekadar
pemutusan hubungan hukum, melainkan sebuah manifestasi dari berbagai
persoalan kompleks yang muncul dan menumpuk di dalam rumah tangga,
yang pada akhirnya membawa pasangan tersebut ke titik perpisahan. Kata
"sebab" di sini menjadi sangat krusial ia mengindikasikan akar
permasalahan, bibit keretakan yang mulai tumbuh, dan menjadi pemicu bagi
rentetan konflik serta penderitaan yang dialami oleh pasangan.

Secara umum, perceraian dapat dipahami sebagai tindakan lepasnya
suatu perkawinan. Ini adalah kondisi di mana status hukum perkawinan
resmi diakhiri, dan kedua belah pihak kembali pada status tidak terikat
dalam hubungan suami istri.

Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, seperti yang dijelaskan
oleh Abdurrahman al-Jaziri, istilah perceraian seringkali disamakan dengan
"Thalaq". Secara terminologi, thalag memiliki makna yang sangat spesifik,
yaitu melepaskan atau mengakhiri status pernikahan melalui pernyataan
atau tindakan tertentu yang diatur dalam syariat. Dengan demikian, baik
perceraian maupun thalag sama-sama merujuk pada putusnya tali
perkawinan yang sebelumnya telah terjalin sah. Perceraian adalah proses

dimana ikatan perkawinan dilepaskan atau hubungan pernikahan diakhiri.
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Menurut Abdurrahman al-Jaziri, istilah perceraian bisa dipahami sebagai
"talak". Secara istilah, talak berarti melepaskan status pernikahan seseorang,
yang secara praktis mengakhiri hubungan suami istri.32

Dalam (KUHPerdata), aturan mengenai perceraian bisa ditemukan
pada Pasal 207 hingga 232. Meskipun pasal-pasal ini tidak secara jelas
memberikan definisi baku tentang perceraian, dari keseluruhan isi aturan
tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya suatu
perkawinan melalui putusan hakim, yang diajukan atau dituntut oleh salah
satu pihak dalam perkawinan tersebut. Jadi, perceraian terjadi ketika salah
satu pasangan ingin mengakhiri pernikahannya dan permohonan itu
disetujui serta diputuskan oleh pengadilan.®

Sedangkan arti perceraian dalam peraturan perundang-undangan
adalah sebab menjadi putusnya ikatan sebuah perkawinan, yang telah
dijelaskan dalam pasal 38 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Salah satu
prinsip yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah
tercantum dalam Pasal 115. Pasal ini menyatakan bahwa: “Perceraian hanya
dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.3*

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum mengenai putusnya

32 Yusnanik Bakhtiar,Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic
In The Siak Religious Court(Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam
Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan
Agama Siak)”Legitimasi, no 3(2020).

33 Yuni Priskila Ginting dkk., “Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia,” Jurnal
Pengabdian West Science 2, no. 11 (2023): 116676, https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764.

3 Miftah Elfaruq,”Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan
Menjadi Sebab Perceraian”Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences,no 2 (2023)
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ikatan perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara spesifik, Pasal 38 dari
undang-undang tersebut secara tegas menguraikan tiga mekanisme utama
yang dapat mengakhiri suatu perkawinan yang sah.

Pertama, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah
satu pihak, yang dalam terminologi masyarakat awam sering disebut dengan
"cerai mati”. Ini merupakan putusnya perkawinan secara alamiah dan
otomatis berdasarkan peristiwa faktual, tanpa memerlukan putusan
pengadilan, meskipun seringkali memerlukan penetapan hukum untuk
kepentingan administrasi waris atau status lainnya.

Kedua, perkawinan dapat putus melalui perceraian. Bentuk perceraian
ini sendiri terbagi menjadi dua kategori utama yang dikenal dalam praktik
hukum dan masyarakat. Ada yang disebut "cerai talak", yang merujuk pada
putusnya perkawinan atas permohonan atau kehendak suami di hadapan
pengadilan agama (bagi yang beragama Islam). Sementara itu, "cerai gugat”
adalah putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai pihak
penggugat di pengadilan. Kedua bentuk perceraian ini memerlukan proses
litigasi dan pembuktian alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum.

Ketiga, perkawinan dapat dinyatakan putus melalui keputusan
pengadilan. Kategori ini merujuk pada situasi di mana pengadilan
mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah
batal atau "cerai batal”. Pembatalan perkawinan terjadi ketika ada cacat

hukum yang mendasar pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti
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pelanggaran syarat sah perkawinan (misalnya, salah satu pihak masih terikat
perkawinan lain tanpa izin, atau adanya paksaan). Berbeda dengan
perceraian yang mengakui perkawinan sah di awal kemudian berakhir,
pembatalan perkawinan menganggap perkawinan tersebut tidak pernah sah
sejak awal.

Dengan demikian, Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 memberikan landasan yuridis yang jelas mengenai berbagai cara
putusnya ikatan perkawinan, mengakomodasi baik peristiwa alamiah,
kehendak para pihak melalui proses hukum, maupun kondisi cacat hukum
fundamental yang memerlukan pembatalan oleh pengadilan.®

Perselisihan dalam perkawinan bisa muncul dari berbagai hal, baik
dari dalam hubungan itu sendiri maupun dari luar. Kalau masalah-masalah
ini tidak segera diatasi dengan baik, bisa timbul persoalan baru yang lebih
serius. Contohnya, pasangan bisa saja mulai berselingkuh, dan anak-anak
pun jadi tidak terurus.® Bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi
masalah dan belum menemukan jalan keluar, ada baiknya jangan buru-buru
memutuskan untuk bercerai. Ingatlah, meskipun perceraian itu diizinkan
dalam agama, ia termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh
karena itu, penting untuk berupaya semaksimal mungkin mencari solusi lain

sebelum memilih jalan perpisahan.

% Arifin Abdullah,” Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di
Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah
Syar’iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)”, Takkamul,no 1 (2023)

3% Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan." Keadilan Progresif 5.1 (2014): 121-136.
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Peran mediator, sebagai pihak ketiga, sangat penting dalam membantu
pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah keluarga. Pernikahan
pada dasarnya adalah penyatuan dua individu yang berbeda jenis kelamin
menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan tujuan mencapai kesempurnaan
hidup bersama. Ini adalah janji suci untuk menjalani hidup sebagai suami
istri. Namun, realitanya, kehidupan berumah tangga tidak selalu semudah
yang dibayangkan. Terkadang, pernikahan yang awalnya berjalan baik dan
harmonis bisa saja tiba-tiba dilanda masalah, menyebabkan suasana rumah
tangga menjadi tidak lagi nyaman dan bahkan berujung pada perceraian. Di
sinilah mediator dapat berperan untuk membantu mencari solusi dan
mencegah perpisahan.®’

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perceraian secara
fundamental tidaklah dilarang secara mutlak, melainkan diperbolehkan
apabila alasan-alasan yang mendasarinya sesuai dengan ketentuan yang
diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi
berakhirnya ikatan perkawinan, namun dengan syarat-syarat yang ketat dan
terlegitimasi secara hukum, bukan atas dasar kehendak bebas semata.
Meskipun demikian, dari perspektif teologis atau moral-religius, perceraian
kerap dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak disukai atau bahkan

dibenci oleh Tuhan, merefleksikan nilai luhur perkawinan sebagai institusi

37 Muhammad Igbal, Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan (Jakarta: Gema
Insani, 2020).
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yang sakral dan idealnya bersifat langgeng.®

Perceraian, sebagai putusnya ikatan perkawinan, secara inheren
menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan. Konsekuensi
ini utamanya meliputi aspek harta benda perkawinan, hak asuh anak
(hadhanah), dan perubahan status perkawinan dari suami-istri menjadi
bekas suami-istri. Secara yuridis, implikasi dari berakhirnya perkawinan
akibat perceraian ini telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 41
Undang-Undang Perkawinan, yang antara lain menyatakan bahwa:

1) Kewajiban Pemeliharaan dan Pendidikan Anak: Baik ayah
maupun ibu tetap memiliki kewajiban yang sama untuk
memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Penekanan utama
dalam pelaksanaan kewajiban ini adalah kepentingan terbaik bagi
anak. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan di antara
kedua orang tua mengenai siapa yang berhak menguasai anak
(hak asuh), maka Pengadilan berwenang untuk memberikan
putusan yang bersifat final dan mengikat.

2) Tanggung Jawab Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak:
Secara primer, ayah bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Namun,
dalam kondisi tertentu di mana ayah terbukti secara nyata tidak

mampu memenuhi kewajiban finansial tersebut, Pengadilan

3 Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan."121-136.
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3)

memiliki diskresi untuk menetapkan bahwa ibu juga turut serta
memikul sebagian dari biaya tersebut.

Kewajiban Biaya Hidup atau Kewajiban Lain bagi Bekas
Suami/lstri: Selain itu, Pengadilan juga memiliki wewenang
untuk mewajibkan bekas suami agar memberikan biaya
penghidupan (nafkah) kepada bekas istrinya. Atau, dalam konteks
yang lebih luas, Pengadilan dapat menentukan kewajiban-
kewajiban lain yang dianggap relevan dan adil bagi bekas istri,
disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing- masing pihak

pasca perceraian.3®

2. Harta Bersama

Dari segi bahasa harta artinya adalah, “Barang-barang (uang dsb)

yang menjadi kekayaan.” Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat

dikuasai da diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta

bersamayaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-

sama”.*®atau “Harta Gono Gini”.** Penyebutan harta bersama suami istri

tidak sama antara satu daerah dan daerah lainnya sebagai contoh, “Di

Minangkabau harta bersama dinamakan Harta-Suarang,” di Kalimantan

disebut barang perpantangan, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis)

% Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan."121-136.
40 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai

Pustaka, 1991

41 Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di
Indonesia,”Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2018): 3,
https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104.
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cakkara, di Jawa Tengah dan Timur barang gono gini, di Jawa Barat guna-
kaya atau campur- kaya.*?
a. Harta Bersama Menurut Islam
Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an surat An-nisa ayat :
32 yang artinya :

“Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang
dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian
yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang
mereka usahakan. Mohonlah Kepada Allah SWT sebagian

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha
Mengetahui segala sesuatu, ”

Dalam diskursus hukum Islam, konsep harta gono-gini atau
harta bersama tidak diakui secara eksplisit. Sebaliknya,
paradigma hukum Islam menekankan prinsip pemisahan
kepemilikan harta antara suami dan istri. Aset yang diperoleh
suami secara individual merupakan hak miliknya, demikian pula
sebaliknya, aset yang dihasilkan oleh istri adalah hak miliknya.
Perspektif hukum Islam mengenai harta bersama ini selaras
dengan pandangan Muhammad Syah. Beliau mengemukakan
bahwa isu pencarian nafkah bersama oleh suami istri seyogianya
termasuk dalam ranah rub'u mu'amalah (sektor transaksi dan
interaksi sosial), namun belum dibahas secara spesifik dalam
literatur klasik.

Hal ini dikarenakan pada umumnya pengarang kitab-kitab

42 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 2004).
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figh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya harta
bersama suami istri. akan tetapi didalamnya dibicarakan tentang
kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena
masalah harta bersama suami istri adalah termasuk syirkah.*
Secara etimologis, syirkah (kemitraan) dalam bahasa Arab
diartikan sebagai al-ikhtilat (percampuran), yang merujuk pada
kondisi bercampurnya aset sedemikian rupa hingga tidak dapat
dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam
mazhab Maliki, syirkah didefinisikan sebagai pemberian izin
dan wewenang kepada mitra untuk mengelola serta mengatur
aset bersama. Para pihak yang bermitra menyerahkan hak
pengelolaan harta bersama dengan catatan bahwa mereka tidak
kehilangan hak kepemilikan atas harta yang dikelola tersebut.

Adapun rukun syirkah yang esensial untuk dipenuhi meliputi:
1. Shighat: Pernyataan ijab kabul yang menunjukkan

kesepakatan kemitraan.
2. Para Mitra yang Berakad: Pihak-pihak yang terlibat dalam
perjanjian syirkah.*
Secara garis besar Fugaha Mesir (mayoritas bermadzhab
Syafi,| dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam

yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan

43 Sugiswati,"Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang
4 Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu’in, “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi

Syariah Dan Mazhab Maliki,” ASAS no. 01 (2022): 25-33,

https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544.

37



Syirkah Wujuh.*

1) Syirkah inan didefinisikan sebagai bentuk kemitraan
yang terbatas, di mana para pihak mengintegrasikan
harta dan wusaha mereka dengan tujuan meraih
keuntungan. Penting untuk dicatat bahwa perolehan harta
yang didapatkan oleh salah satu pihak melalui cara-cara
di luar kesepakatan syirkah—seperti hibah, hadiah, atau
perolehan lainnya—tidak secara otomatis menjadi
bagian dari syirkah. Aset-aset tersebut tetap menjadi
milik individual pihak yang memperolehnya..

2) Syirkah Abdan, adalah bentuk kemitraan yang berfokus
pada penyediaan jasa atau pelaksanaan pekerjaan. Dalam
syirkah ini, para mitra dapat menyumbangkan jasa atau
pekerjaan yang serupa atau berbeda satu sama lain,
dengan tujuan untuk saling melengkapi dan berbagi

keuntungan dari usaha jasa tersebut.

45 Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” Mizan:
Jurnal llmu Syariah, no 1 (2023).
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3) Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kemitraan yang
tidak terbatas, mencakup integrasi harta dan usaha para
pihak untuk meraih keuntungan. Keunikan syirkah ini
terletak pada cakupannya yang luas, di mana perolehan
individu masing- masing mitra melalui cara-cara lain
seperti hadiah, hibah, atau akuisisi lainnya secara
otomatis menjadi bagian dari aset syirkah.

4) Syirkah wujuh merupakan suatu bentuk kemitraan yang
terjalin antara dua individu atau lebih, di mana modal
utamanya bukanlah aset finansial, melainkan
kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam
konteks ini, mitra-mitra tidak menyumbangkan modal
berupa harta, melainkan memanfaatkan reputasi atau
"wajah" (kepercayaan) yang mereka miliki untuk
memperoleh barang atau jasa secara kredit, kemudian
menjualnya kembali dan berbagi keuntungan..

b. Harta Bersama Dalam KHI
Pasal 86 KHI mengatur tentang harta yang diperoleh oleh
suami istri selama dalam perkawinan.*® Dalam hal ini, prinsip
sikap rendah hati yang diajarkan dalam hadis dapat

mengingatkan suami istri untuk tidak merasa lebih berhak

4 Desi Fitrianti. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Hukum Islam."” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 6.1 (2017).
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terhadap harta tersebut, melainkan mengelolanya dengan
kebijaksanaan, adil, dan saling menghormati kontribusi masing-
masing pihak.

Selain itu, hadis tersebut juga menekankan pentingnya tidak
meremehkan orang lain, yang dapat dihubungkan dengan konsep
saling menghormati dan menghargai hak-hak masing-masing
pihak dalam kepemilikan harta bersama, sebagaimana diatur
dalam Pasal 88 KHI yang menyatakan bahwa setiap pihak
memiliki hak untuk menggunakan harta bersama sesuai dengan
kebutuhan dan kesepakatan bersama.*’

Selain relevan dengan hukum harta bersama dalam
pernikahan, hadis ini juga dapat diterapkan dalam konteks
kepemilikan harta bersama antara individu-individu atau
kelompok dalam masyarakat. Prinsip sikap rendah hati dan
penghindaran kesombongan mengajarkan bahwa pengelolaan
harta bersama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,
adil, dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya.*®

Implementasi  prinsip-prinsip ini dalam hukum harta
bersama, baik dalam pernikahan maupun dalam masyarakat,

dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan adil

47 Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dan Hukum Adat.”

48 UIfi Dwiani Dan Tajul Arifin, “Hukum Harta Bersama Menurut Hadits Bukhori Muslim Dan Khi
Pasal 85-97,” Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah 5, No. 2 (18 Juni 2024): 41-50,
Https://D0i.0rg/10.4236/Tashdiq.V5i2.3919.

40



antara pemilik harta bersama, serta mengurangi potensi konflik
yang timbul akibat sikap kesombongan dan meremehkan orang
lain.

Selain itu, prinsip sikap rendah hati dan menghindari
kesombongan juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan
kebijakan publik yang berpihak kepada keadilan sosial dan
pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah dan
lembaga terkait dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai
pedoman dalam merancang kebijakan yang memastikan adanya
perlindungan bagi hak-hak semua pihak dalam kepemilikan
harta bersama, serta mendorong distribusi yang adil dan merata
dari sumber daya ekonomi.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam
Bab XIII yang termuat pada pasal 85 sampai pasal 97. Pasal 85
berbunyi: “Adanya harta harta bersama dalam perkawinan itu
tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing
suami atau istri”.*°

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) serta Pasal 87 ayat (1)
dan (2) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara
fundamental, tidak terjadi percampuran harta antara suami dan

istri sebagai akibat dari perkawinan. Ketentuan ini secara tegas

49 Dwi Anindya Harimurti. "Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan
hukum Islam." Jurnal Gagasan Hukum 3.02 (2021): 149-171.
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menyatakan bahwa harta istri sepenuhnya menjadi hak milik dan
berada di bawah kendali penuh istri, demikian pula sebaliknya,
harta suami sepenuhnya menjadi hak milik dan berada di bawah
kendali penuh suami.

Lebih lanjut, Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan
masing-masing pihak sebelum perkawinan, serta harta yang
diperoleh selama perkawinan melalui hadiah atau warisan, tetap
berada dalam penguasaan individual masing-masing. Prinsip ini
berlaku kecuali para pihak telah menyepakati ketentuan lain
dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, baik suami
maupun istri memiliki hak penuh atas harta yang disebutkan
dalam pasal-pasal tersebut.>

3. Maqashid Syari’ah Al-Syatibi
a. Biografi Imam Asy-Syatibi

Imam Syathibi, yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim
bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, merupakan
seorang ulama terkemuka. la lahir di Granada pada tahun 730 H
dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H, atau bertepatan
dengan tahun 1388 M. Julukan "Syathibi" disematkan kepadanya
merujuk pada kota kelahiran ayahnya, yaitu Syathibah, sebuah

wilayah di Andalusia bagian timur.>*

%0 Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Sutisna Sutisna, “Penerapan Asas Tus
Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Kota Depok,” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2017): 130.

%L Abdurrahman Kasdi. "Magqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-
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Keluarga Imam Syathibi harus mengungsi ke Granada pada
tahun 1247 M. Hal ini terjadi setelah Syathibah, tanah asal
mereka, jatuh ke tangan Raja Spanyol, Uraqun, menyusul
pertempuran yang berlangsung sekitar sembilan tahun sejak
1239 M. Saat itu, Granada adalah sebuah permukiman kecil yang
terletak di lereng Gunung Syulair yang tertutup salju, di bawah
kekuasaan Bani Ahmar. Istilah "Bani Ahmar" merujuk pada
keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat
Anshar. Julukan "Ahmar" (yang berarti merah) diberikan kepada
salah satu rajanya, Abu Sa'id Muhammad as-Sadis, karena warna
kulitnya yang kemerahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id
dengan al-Barmekho, yang dalam bahasa Spanyol berarti warna
jingga kemerahan.

Pada masa pemerintahan Bani Ahmar, masyarakat Granada
cenderung jauh dari ajaran Islam yang murni, dan justru banyak
terjerumus dalam praktik khurafat dan bid'ah. Situasi ini semakin
parah pada masa kepemimpinan Muhammad al-Khamis, yang
dikenal dengan gelar al-Ghany Billah. Era kepemimpinannya
ditandai dengan seringnya konflik dan pemberontakan,
menunjukkan kondisi sosial-politik yang tidak stabil dan jauh

dari nilai-nilai Islam tetapi siapapun yang mengajak kepada

Muwafagat.” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5.1 (2016).

43



ajaran agama yang benar sering kali dianggap murtad dan sering
kali menerima hukuman yang berat. Hampir semua cendekiawan
pada era tersebut adalah individu yang tidak memiliki wawasan
keagamaan yang memadai, dan sering kali mereka yang kurang
pengetahuan tentang agama dijadikan penasihat fatwa oleh raja.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hasil fatwa yang
dikeluarkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Asy-Syathibi muncul untuk menantang dan melawan
para cendekiawan di Granada pada masa itu. la berusaha untuk
mengoreksi dan mengembalikan ajaran yang menyimpang ke
jalur sunnah serta mengarahkan masyarakat dari kesesatan
menuju kebenaran. Ketegangan yang tajam antara Imam
Syathibi dan para ulama Granada pada saat itu tidak dapat
dihindari. Setiap kali Imam Syathibi menyatakan suatu fatwa
sebagai halal, mereka sebaliknya menganggapnya haram tanpa
memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, Imam
Syathibi kemudian mengalami penghinaan, cercaan, pengucilan,
dan dianggap telah menyimpang dari ajaran agama yang benar.

Imam Syathibi secara khusus menyoroti penyimpangan
perilaku tasawuf yang marak di kalangan ulama pada masanya.
la mengamati praktik-praktik seperti pertemuan malam hari
untuk berzikir secara lantang, yang kemudian diakhiri dengan

tarian dan nyanyian hingga larut malam. Lebih jauh, beberapa
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individu bahkan melakukan tindakan ekstrem seperti memukul
dada atau kepala sendiri.

Imam Syathibi secara gigih berupaya melarang praktik-
praktik tersebut, mengklasifikasikannya sebagai penyimpangan
dari ajaran Islam yang otentik. la berargumen bahwa setiap
bentuk pendekatan diri kepada Tuhan yang tidak sejalan dengan
sunah Rasulullah Saw. dan praktik para sahabat adalah tidak sah
dan terlarang.

Pemikiran Imam Syathibi mengenai penyimpangan dalam
praktik tasawuf ini memperoleh konfirmasi dan dukungan dari
ulama tasawuf terkemuka sezamannya, Abul Hasan an-Nawawi.
An-Nawawi secara tegas menyatakan bahwa individu yang
mengklaim mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan
yang bertentangan dengan prinsip- prinsip Syariah harus
dihindari. Pandangan ini menyoroti pentingnya kehati-hatian
dalam menilai praktik spiritual agar senantiasa selaras dengan
kerangka hukum Islam yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa
masyarakat Andalusia secara historis sangat terikat pada mazhab
Maliki. Keterikatan ini bermula sejak masa pemerintahan
Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman ad-Dakhil, yang berkuasa
antara tahun 173-180 H. Pada masa pemerintahannya, mazhab

Maliki ditetapkan sebagai mazhab resmi negara. Menurut
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sebuah riwayat, preferensi Hisyam al-Awwal terhadap mazhab
Maliki dipicu oleh dialognya dengan dua ulama, masing-masing
penganut mazhab Hanafi dan Maliki. Ketika Hisyam al- Awwal
menanyakan asal Abu Hanifah, ulama Hanafi menjawab, "Dari
Kufah." Selanjutnya, ketika ia bertanya mengenai asal Imam
Malik, ulama Maliki menjawab, "Dari Madinah." Hisyam al-
Awwal kemudian menyimpulkan, "Imam yang berasal dari
tempat hijrah Rasulullah Saw. sudah cukup bagi kami."
Pernyataan ini menunjukkan penghargaan Hisyam al-Awwal
terhadap otoritas dan tradisi keilmuan yang berakar kuat di
Madinah, pusat awal perkembangan Islam.

Sejak penetapan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi di
Andalusia, mazhab ini diterima secara luas oleh masyarakat,
bahkan dapat dikatakan menjadi panduan resmi dalam praktik
keagamaan. Ketaatan yang berlebihan atau ta 'assub terhadap
mazhab Maliki ini menyebabkan masyarakat Andalusia
cenderung mengabaikan, bahkan bersikap tidak ramah terhadap
mazhab lain, khususnya mazhab Hanafi. Muhammad Fadhil bin
Asyur menggambarkan kondisi ini dengan ungkapan, "Mereka
tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan al-Muwatha' Imam
Malik." Hal ini menunjukkan bahwa karya Imam Malik, yaitu

Al- Muwatta, menjadi rujukan utama setelah Al-Qur'an, dan
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mazhab- mazhab lain seolah tidak memiliki relevansi.>?

Konsekuensi dari dominasi ekstrem ini adalah perlakuan
buruk terhadap ulama yang tidak berafiliasi dengan mazhab
Maliki. Mereka seringkali menghadapi cercaan dan bahkan
penyiksaan. Contoh nyata dari hal ini adalah kasus Al-Allamah
Baga bin Mukhlid, seorang ulama besar mazhab Hanafi. Imam
Syathibi menggambarkan Baga bin Mukhlid sebagai ulama yang
tak tertandingi pada masanya, yang telah menimba ilmu dari
berbagai tokoh besar seperti Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal,
serta ulama-ulama lain di luar Andalusia. Namun, tragisnya,
beliau meninggal dunia akibat hukuman yang dijatuhkan oleh
amir (penguasa) saat itu.>®

Meskipun Imam Syathibi sendiri adalah seorang ulama
Maliki, bahkan Muhammad Makhluf menempatkannya dalam
daftar ulama Maliki tingkat ke-16 dari cabang Andalusia, ia
menunjukkan sikap terbuka dan menghargai ulama dari mazhab
lain, termasuk mazhab Hanafi yang pada masa itu menjadi
sasaran utama kritik. Imam Syathibi seringkali memberikan
kepada Abu Hanifah dan ulama lainnya dalam berbagai
kesempatan. Perlu dicatat bahwa kitab al-Muwafagat, yang

menjadi fokus pembahasan, sengaja disusun oleh Imam Syathibi

52 Fahmi, R., and Firdaus Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqgashid Al- Syariah."
I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics 3.2 (2024).
53Abdurrahman Kasdi. "Magqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-

Muwafaqat."”
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sebagai upaya untuk menjembatani ketegangan yang melanda
antara mazhab Maliki dan Hanafi pada masa itu. Ini
menunjukkan komitmen Imam Syathibi untuk mempromosikan
dialog dan pemahaman lintas-mazhab di tengah polarisasi yang
kuat.>

b. Magashid Syar’iah

Secara etimologis, magashid merupakan bentuk jamak dari
kata maqgsud, yang bermakna tuntutan, kesengajaan, atau tujuan.
Dalam konteks hukum Islam, Syariah dapat dipahami sebagai
kebijakan atau hikmah ilahiah yang bertujuan untuk
merealisasikan dan menjaga kemaslahatan individu, baik dalam
kehidupan dunia maupun akhirat.>*Adapun makna magashid al-
syariah secara istilah adalah al-ma’aani allati syuri’at laha al-
ahkam yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan
hukum.

Dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada
permasalahan yang tidak memiliki ketetapan eksplisit dalam
nash (Al-qur’an dan Sunnah), pertimbangan maqashid al-syariah
(tujuan-tujuan syariah) menjadi sangat krusial. Peran magashid

al-syariah dalam berijtihad tidak dapat diabaikan, mengingat ia

54 Khaerul Ashfar. "Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir lbnu
‘Asyur." AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir 1.1 (2022): 55-67.

55 Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Magasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar
Manusia Menurut Abraham Maslow." Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam 22.1

(2020).
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berfungsi sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa
produk hukum yang dihasilkan selaras dengan tujuan luhur
syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.>®
Magqashid Syari’ah bertujuan kepada mukallaf agar dapat
mendapatkan kemaslahatan sebagai hamba Allah SWT, dalam
bentuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan hamba dengan
memelihara lima unsur pokok magashid Syariah yaitu : Menjaga
Agama (Hifdzul Din) Menjaga Keturunan (Hifdzul Nasl),
Menjaga Akal (Hifdzul Aqli), Menjaga Jiwa (Hifdzul Nafsi),
Menjaga Harta (Hifdzul Maal) al-Muwafagat fi Ushul al-
Syari’ah, Imam Syathibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia
dalam upaya mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok
magashid al-syariah ke dalam tiga tingkatan.
1. Kebutuhan Dharuriyat (Primer)
Tingkatan pertama adalah kebutuhan dharuriyat
(primer), yang mencakup segala aspek fundamental yang
menjadi sandaran eksistensi dan keberlangsungan hidup
manusia demi tercapainya kemaslahatan mereka.
Kebutuhan primer ini dapat dirangkum menjadi lima
pilar utama, yaitu: agama, jiwa (kehidupan), akal,

keturunan, dan harta. Apabila pilar-pilar esensial ini

% Galuh Nasrullah Kartika dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan
Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),” Al Igtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah
Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 50
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tidak terpelihara dengan baik, maka tatana kehidupaan
manusia akan mengalami  kekacauan, dan
kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, tidak
akan terwujud.
Kebutuhan Hajiyyat (Sekunder)
Tingkatan kedua adalah kebutuhan hajiyyat (sekunder),
yang merujuk pada segala hal yang sangat dibutuhkan
oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan
mencegah segala bentuk halangan. Ketiadaan aspek
hajiyyat ini tidak sampai mengancam eksistensi
fundamental kehidupan manusia  atau
menyebabkan kerusakan  substansial. Namun,
absennya kebutuhan sekunder ini hanya akan
menimbulkan  kesulitan dan  kesukaran  dalam
menjalani kehidupan.
. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan tahsiniyah (tersier).
Kebutuhan ini pada dasarnya berkaitan dengan
kemuliaan akhlak (al-Mukarim al- Akhlaq) dan upaya
memelihara tindakan-tindakan utama dalam ranah
ibadah, adat istiadat, serta muamalah (interaksi sosial dan
ekonomi). Penting untuk digarisbawahi bahwa ketiadaan
aspek tahsiniyah ini tidak akan menyebabkan kekacauan

dalam kehidupan manusia, seperti yang terjadi jika
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kebutuhan dharuriyat tidak terpenuhi. Demikian pula,
tidak terpenuhinya aspek ini tidak akan menimbulkan
kesusahan sebagaimana yang diakibatkan oleh tidak
terpenuhinya kebutuhan hajiyyat.

c. Metode Magashid Syar’iah

Para ulama’ tidak hanya berbeda pendapat atas definisi
Magashid Syari’ah akan tetapi dalam upaya mengetahui
magqashid syari’ah para ulama’ juga berbeda pandangan, Imam
Asy-syatibi berpendapat setidaknya ada 4 upaya dalam
mengetahui maqashid syari’ah, yaitu :

1) Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida I at tasrihi
Metode ini digunakan oleh imam Asy-syatibi untuk
mengetahui Magashid syari’ah dengan lebih mudah
tetapi tetap kritis, metode ini menjelaskan bahwa
ungkapan larangan maupun perintah dalam al-qur’an
atau hadist harus dilihat dengan teliti, lebih mudahnya
suatu perintah menuntut seseorang yang diperintah untuk
melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan suatu
larangan menuntut seseorang yang dilarang untuk tidak
melaksanakan sesuatu yang dilarang, terdapat dua jenis
cabang dalam unsur tersebut yaitu larangan atau perintah

yang sifatnya mandiri (/btida’i) dan sifatnya sebagai
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2)

3)

penguat saja.>’

Konteks illat pada larangan dan perintah

Metode selanjutnya adalah melihat illat dalam perintah
maupun larangan yang tertuang didalam nash, lebih
mudahnya metode ini mengajak untuk melihat suatu
perintah atau larangan dari mengapa sesuatu hal
diperintahkan? dan mengapa sesuatu hal dilarang. Akan
tetapi illat hanya dijadikan sebagai jembatan pada
magashid dan menjadikan hasil dari berjalannya suatu
perkara yang dilarang maupun perkara yang
diperintahkan.%®

Maqashid at-tabi’ah

Pada dasarnya syari’at memiliki dua tujuan dalam
penetapannya, tujuan yang bersifat pokok/dasar maupun
tujuan yang bersifat turunan. Metode ini mengajak kita
untuk lebih melihat kedua unsur tersebut, tidak hanya
melihat tujuan pokok dalam penetapan suatu syari’at,
seperti contohnya dalam penetapan syari’at pernikahan
terdapat tujuan (Magashid) pokok didalamnya yaitu

kelestarian manusia melalui perkembangbiakan dan

57 Asy-Syathibi, Biografi Imam. "Magashid Syari’ah Imam Asy-Syathibi." Panorama Magashid

Syariah (2021): 46.

%8 Sya’bani, Akmaludin. "Magasid Al-Syari’ah sebagai metode ijtihad." Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Mataram 2 (2015).

52



tujuan (Magashid) turunan (zabi’ah) yaitu ketenangan
(Sakinah), kemaslahatan duniawi dan ukhrawi,
menghindari fitnah

4) Sukut asy-syar’l

Nash baik alqur’an maupun hadist mengalami kendala
yang sama dalam keterangan sebab hukum atau mengapa
disyari’at kan suatu perkara baik pada pembahasan
ubudiyah maupun mu’amalah, magashid syari’ah
menjadi alternatif jawaban atas tidak adanya keterangan
syari’at (sukut asy-syar i) dalam nash.

Konsep magqashid syari’ah yang bertujuan mencapai
kemaslahatan dapat tercapai apabila melihat syari’at dengan
metode tersebut, karena secara umum Imam Asy-syatibi
menggunakan nash dan rasional manusia dalam memaknai syari’at
yang diturunkan kepada manusia. Pembaharuan pemikiran dalam
magqashid syari’ah menjadikan ushul figh dapat berkembang sesuai

zamannya tanpa meninggalkan pegangan dasar dalam pemikirannya.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hasil Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor
1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig

Pertimbangan yang diambil oleh hakim merupakan salah satu aspek
penting dalam pengambilan keputusan dalam sidang demi mencapai keadilan
dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim harus melakukan
pertimbangannya dengan sangat hati-hati agar tujuan ini bisa tercapai dengan
sebaik-baiknya. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam suatu
perkara, seperti pada penetapan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Kabupaten Malang pada 10 Agustus 2023, berkaitan dengan gugatan

yang diajukan oleh penggugat.

Siti Maisaroh Binti Dasuki, seorang wanita berusia 42 tahun yang
beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tinggal di
Dusun Watudakon RT. 04 RW. 05 Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji,
Kabupaten Malang. la diwakili oleh kuasa hukumnya, Ach. Hussairi, S. H. ,
dan rekan-rekan advokat lainnya, dalam kapasitasnya sebagai penggugat
konvensi atau tergugat rekonvensi. Sedangkan Dwi Listiyono bin Syafi’i, pria
berusia 42 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal di JI.
Penanggungan RT 08 RW 02 No. 036 Banurejo, Kelurahan Kepanjen,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bertindak sebagai Tergugat

Konvensi atau Penggugat Rekonvensi.

Posisi perkara atau posita dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat
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adalah sebagai berikut:

1. Pada 15 Desember 2008, penggugat dan tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dalam Akta Nikah
No. 584/31/X11/2008.

2. Setelah menjalani hidup bersama selama kurang lebih 14 tahun,
penggugat dan tergugat telah resmi bercerai berdasarkan keputusan
dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA nomor
4262/Pdt. g/2022/PA. Kab. Mlg.

3. Selama masa pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup
bersama seperti pasangan suami-istri dan dikaruniai tiga orang anak:
3.1 Siti Hasna Naurah Arisanti binti Listiyono, berumur 12 tahun.

3.2 Muhammad Azzam Dwi Rizqi bin Dwi Listyono, berumur 11
tahun.

3.3 Siti Hafsha Nihayah Arum binti Dwi Listyono, berumur 9 tahun.
4. Selama hubungan perkawinan, penggugat dan tergugat telah
mengumpulkan harta bersama berupa:
4.1 Sebuah rumah beserta tanahnya yang terdaftar atas nama Dwi
Listiyono, dengan luas sekitar 171 meter persegi serta bangunan
di atasnya yang terletak di JI. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa
Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
4.2 Satu unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, tipe
Avanza, merek Toyota dengan nomor registrasi N 1784 FG,

yang terdaftar atas nama Dwi Listiyono, dibeli pada tahun 2018.
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4.3 Selain memiliki harta bersama, penggugat dan tergugat juga
memiliki tanggung jawab hutang bersama di Bank Mandiri
dengan total utang sebesar Rp. 235. 500. 000 (dua ratus tiga
puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi dalam
60 (enam puluh) angsuran (April 2021 sampai Maret 2026), di
mana sudah dibayar sebanyak 23 kali angsuran dengan total
pembayaran Rp. 90. 275. 000 (sembilan puluh juta dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi, sisa utang yang belum
terbayar adalah 37 kali angsuran atau Rp. 145. 225. 000 (seratus
empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Penggugat telah berupaya membahas pembagian harta bersama
dengan tergugat untuk menyelesaikannya secara baik-baik, namun
tergugat tetap menolak memberikan sebagian dari harta itu yang
menjadi hak penggugat dengan alasan bahwa harta tersebut terdaftar
atas namanya.

6. Seharusnya, objek sengketa atau harta bersama ini seharusnya dibagi
menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga masing-masing pihak
mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan
bahwa: “Aset yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik

bersama.”
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8.

10.

11.

12.

Bahwa merujuk pada pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa, “Jika
pernikahan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama
akan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.”

Bahwa karena penggugat dan tergugat menganut agama Islam, maka
pengaturan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat
dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang termaktub dalam pasal 97
KHI yang menyatakan: “Janda atau duda hasil perceraian masing-
masing berhak menerima setengah dari harta bersama, kecuali jika
ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Bahwa sebagian dari objek yang dipermasalahkan (harta bersama)
terdiri dari sebidang tanah, bangunan permanen, serta kendaraan
roda empat sebagai barang bergerak; oleh karena itu, seandainya
pembagian secarafisik tidak memungkinkan, maka pembagian dapat
dilakukan melalui lelang terbuka di hadapan publik, dan hasil
penjualannya akan dibagi rata antara penggugat dan tergugat.
Bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi tidak jelas, kabur, dan
tidak memiliki arti, serta guna menghindari tindakan tergugat yang
berpotensi memindahkan harta kekayaannya kepada pihak lain,
penggugat meminta agar disita secara material harta bersama yang
dimiliki oleh penggugat dan tergugat sesuai dengan gugatan nomor
4.1dan4. 2.

Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun
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2000, putusan dapat segera dikeluarkan jika gugatan didasarkan
pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak
dibantah oleh pihak lawan terkait kebenaran isi dan tanda tangannya,
serta gugatan mengenai utang piutang yang jumlahnya jelas dan

tidak ditentang.

1. Konvensi

Sesuai dengan pasal 130 HIR dan peraturan Mahkamah Agung RI
nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim
sudah berupaya dalam menyelesaikan perkara ini dengan jalur damai dan
kekeluargaan akan tetapi para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum
tidak berkenan untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai dan
kekeluargaan.

Dalam pertimbangannya hakim menolak eksepsi tergugat atas gugatan
penggugat yang didalamnya menyatakan bahwa tergugat menilai bahwa
gugatan penguggat kurang dikarenakan penggugat tidak menyertakan
subjek ketiga yaitu PT. Bank Mandiri dalam gugatannya. Hakim dalam
putusan melihat gugatan penggugat tidak kurang PT Bank Mandiri
menguasai bukti kepemilikan atas objek sengketa harta bersama tersebut dan
hanya sebagai jaminan, dengan begitu gugatan harta bersama dengan objek
sengketa rumah seluas 171 m persegi atas nama tergugat tidak dapat diterima
sebelum hutang yang menjadikan objek tersebut jaminan hingga hutang
tersebut lunas. Pasal 35 ayat 1 UUP menjelaskan bahwa hak dan kewajiban

suami dan istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam
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perkawinan mereka.>®

SEMA No 3 tahun 2018 mengatur bahwa *“ Gugatan harta bersama yang
objek sengketanya diangunkan sebagai jaminan atas hutang atau objek
tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan
seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut tidak dapat diterima”, Pasal 35
Undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwa ada dua macam harta
dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta milik pribadi, yang
dimaksud harta bersama dalam Undang undang perkawinan terseebut juga
termasuk kedalam utang yang timbul selama perkawinan, kecuali utang
pribadi.

Peneliti menganggap ada pertimbangan yang belum ada dalam putusan
hakim kepada tergugat yaitu pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa “suami
atau istri tanpa persetujuan lain tidak boleh menjual atau memindahkan harta
bersama” karena pada kenyataanya tergugat telah melakukan penjualan
terhadap harta bersama. Karenanya perlu ada Tindakan lebih lanjut terhadap
pihak tergugat dikarenakan objek sengketa harta bersama yang diajukan
penggugat konvensi pada poin nomor dua telah dijual oleh pihak tergugat
konvensi tanpa sepengetahuan pihak penggugat, pada tanggal 3 juli 2022.

2. Rekonvensi
Tergugat atau Dwi Listyono juga menyatakan dalam gugatan

rekonvensinya pada poin nomor 6 bahwa perbuatan tergugat rekonvensi

%9 Ahmad Syaerozi, and Siti Maesuroh. "Penyelesai Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan.”
Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah no 1 (2022): 1-25.
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menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen
kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta Bersama sebagaimana dalam
posita angka sebelumnya, dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat
rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan
penggugat rekonvensi.

Menurut peneliti kasus ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung
Nomor 1330 K/Pid/2016 tentang tindak pidana fitnah yang dilakukan suami
dalam gugatan rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi. BPHN
menerjemahkan pasal 311 ayat (1) KUHP sebegai berikut : “jika yang
melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan
untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya
dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia
diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat )
tahun.”®°

Dalam pembuktiannya penggugat rekonvensi membawa alat bukti
kedalam persidangan, akan tetapi bukti tersebut tidak sesuai, dikarenakan
tidak adanya identifikasi jelas terkait dengan tuduhan yang diarahkan
kepada tergugat rekonvensi dalam hal ini terkait dengan luas tanah, batas-
batas tanah, kapan transaksi pembelian tanah itu dilakukan. Yahya harahap
didalam bukunya ( Hukum Acara Perdata ) mengungkapkan bahwa *“ Bahan

atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh

80 William Kumesan. "Tindak Pidana Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016)." Lex Crimen 7.5 (2018).
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pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan.
kalua bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu
memberikan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan,

13

maka tidak bernilai sebagai alat bukti “ atau mudahnya alat bukti yang
dibawa oleh penggugat rekonvensi dalam persidangan dinilai bukan sebagai
alat bukti.®!

Majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi oleh
penggugat rekonvensi atas objek sengketa pembagian harta bersama berupa
dua bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja’an Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk, Sebidang tanah yang berada di Desa Jeruk Wangi
Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan Sebidang tanah sawah yang
terletak di Desa Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
dinayatakan Tidak dapat diterima/Ditolak, alat bukti yang terkait dengan
gugatan rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan
dikesampingkan. 2

Hal ini juga sesuai dengan Magashid Syari’ah yang dikemukakan oleh
Abu Ishag Al-Syatibi dalam tingkatan Maqashid Syari’ah yaitu sang istri
atau tergugat rekonvensi berupaya mempertahankan atau mendapatkan porsi
harta nya secara adil dan terhindar dari tuduhan yang dilakukan suami tanpa

bukti-bukti yang jelas.

B. Menganalisis Magashid Syari’ah Al-Syatibi Terhadap Perkara Gugatan
Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

61 M. Yahya Harahap, “Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan,
pembuktian, dan putusan pengadilan” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

62 Mahkamah Agung. "Direktori Putusan." sumber: https://putusan3. mahkamahagung. go.
id/direktori/index/kategori/persaingan-usaha. html
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Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan bahwa Magashid Syariah
merujuk pada tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai oleh hukum Islam.
Konsep ini memiliki kaitan erat dengan Maslahah (kemaslahatan atau kebaikan),
sebuah gagasan yang telah mendapatkan perhatian serius jauh sebelum era

pemikiran Imam Asy-Syatibi.

Salah satu ulama terkemuka, Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip
oleh Ali Rusdi, memberikan definisi yang jelas mengenai Maslahah. Menurut
beliau, Maslahah adalah segala sesuatu yang dalam implementasinya membawa
manfaat dan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan (kerusakan atau
bahaya). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa suatu hal disebut maslahat jika
memenuhi kedua unsur tersebut: mendatangkan kebaikan dan menolak
keburukan. Sebaliknya, jika suatu hal tidak memenuhi kriteria ini, maka ia

dikategorikan sebagai mafsadat (kerusakan atau keburukan).®

Berdasarkan penelitian secara mendalam Imam Asy-syatibi memiliki
pandangan bahwa kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang
bermuara pada kelima aspek kehidupan, yaitu terpeliharanya agama,

terpeliharanya jiwa, akal, keturunan, harta

Pembagian harta bersama jika ditinjau dengan maqashid syari’ah
pastinya sangat berhubungan mashlahah dharuriyat kemaslahatan yang

paling utama dalam rangka mencapai tujuan kemaslahatan dunia maupun

63 Muhammmad Ali Rusdi Bedong. "Figh Muamalah Kontemporer." (IAIN Parepare Nusantara
Press, 2020).

62



akhirat. Maka dari itu demi menjaga kemaslahatan bersama maka pembagian
harta bersama itu juga harus dijaga karena pada hakikatnya harta yang di dapat
selama masa perkawinan harus dibagi rata sesuai dengan porsinya, sesuai
dengan dasar dasar hukum, apabila dalam pembagiannya terdapat ketidak
sesuaian baik dari penegak hukum maupun dari para pihak yang berperkara

maka tujuan kemaslahatan bagi manusia tidak akan tercapai.

Menjaga kemaslahatan bersama dengan membagi harta bersama sesuai
dengan syari’at menjadi salah satu jembatan dalam merealisasikan
kemaslahatan, analisis ini mengacu pada maqashid syari’ah Imam Asy- Syatibi
pada lima aspek kehidupan, dan dengan adanya hal tersebut maka hak istri

maupun suami yang bercerai dapat terjaga sesuai dengan porsi masing-masing.

Seluruh aspek kehidupan manusia pada dasarnya harus sesuai dengan

magqashid syari’ah termasuk dalam pembagian harta bersama.

1. Hifdzud din : terdapat dua rukun islam yang dalam pelaksanannya
membutuhkan harta, yaitu zakat dan haji, lalu apabila umat muslim
tidak dibekali harta yang cukup, maka kedua point dalam rukun
islam tidak dapat dilaksanakan dan menjadikan keislamannya tidak
sempurna.

2. Hifdzun Nafs : salah satu bentuk penjagaan diri kita adalah berupaya
untuk hidup sehat agar dapat terus menjalankan syari’at islam,
menjaga kesehatan apabila dikaitkan tentang pembagian harta
bersama, implementasinya  menjaga  kesehatan  artinya

mengkonsumsi makanan yang bergizi.
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3. Hifdzul Aql : apabila pembagian harta bersama tidak dilakukan
dengan adil dan sesuai syari’at akan ada kemungkinan salah satu
pihak yang merasa dirugikan akan melakukan seuatu hal yang tidak
diinginkan atau frustasi terhadap putusan tersebut.

4. Hifdzul nasl : dalam mendidik anak orang tua tidak hanya
memberikan makan saja, akan tetapi juga memberikan Pendidikan
yang layak, dalam perkembangannya anak harus didik dengan benar
dan juga hal itu membutuhkan ekonomi yang cukup agar anak
keturunan dapat berkembang dengan baik yang nantinya akan
menjadi penerus bangsa dan negara.

5. Hifdzul Maal : Penjagaan harta tidak serta merta menjaga harta dari
pencurian atau jual beli dengan cara yang tidak baik,akan tetapi
mendapatikan haka tau porsi yang sesuai dalam pembagian harta

bersama juga merupakan bentuk hifdzul maal.

Maka dari itu pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil
dan sesuai dengan porsinya, yang bertujuan agar semua aspek kehidupan
dapat terjaga dengan baik dan tujuan tercapainya kemaslahatan juga dapat

terjamin.

Pendapat Imam Asy-syatibi dalam kitabnya Qashdu al-syar’l fi
wadh’l fi wad’l syari’ah (tujuan Allah dalam menetapkan syari’at) Menurut

Imam Asy- syatibi semua hukum dalam syari’ah bertujuan untuk tujuan
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yang satu yaitu kemaslahatan manusia.®* Dalam konteks penetapan hukum
Islam yang berlandaskan pada prinsip Magashid Syariah, para mujtahid
(@hli hukum Islam) mengaplikasikan berbagai metode atau pendekatan.
Praktik penetapan hukum vyang bertujuan untuk merealisasikan
kemaslahatan ini seringkali melibatkan penggunaan beberapa instrumen

metodologis utama, di antaranya:

1. Qiyas (Analogi): Ini adalah metode di mana hukum suatu kasus
yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (teks Al-Qur'an dan
Hadis) ditetapkan berdasarkan kemiripan illat (sebab hukum)
dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam nash.®>dalam
pengaplikaisannya pembagian harta disini dapat di giyas kan
menggunakan dalil Al-qur’an
surat An-nisa ayat 29 :

@

52 52 058 3Y by oK oKt g ¥ gl 30 @it

g 2% D67 By B gl g B o

Artinya : “ Wahai Orang-orang yang beriman janganlah kalian
memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil ( Tidak benar )

(13

\!

°

2. lIstihsan : Metode ini mengacu pada pengambilan keputusan
hukum yang menyimpang dari qiyas yang jelas, namun

didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih kuat

64 Taufik Jahidin. "MAQASHID SYARI’AH IMAM AL-SYATIBI." Lentera: Jurnal llmiah
Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya 6.2 (2022): 75-77.

%5 Rahayu, Sri Ulfa, Putri Jehan Maulana, and Destia Nada Utami. "Qiyas sebagai Metode Tafsir
dalam Pemahaman Al-Qur’an." EI-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4.2 (2024): 1107-
1116.
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atau keadaan darurat. Istihsan seringkali digunakan untuk
menghindari kesulitan atau untuk mencapai keadilan yang lebih
besar dalam situasi tertentu, meskipun secara lahiriah melanggar
kaidah umum giyas.®

3. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan yang Tidak Dibatasi Nash):
Ini adalah salah satu pilar penting dalam Magashid Syariah.
Metode ini memungkinkan penetapan hukum berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan umum yang belum diatur secara
eksplisit oleh nash Al- Qur'an dan Hadis, dan juga tidak ada dalil
yang melarangnya.®’

4. Istishab : Metode ini berasumsi bahwa suatu hukum yang telah
ditetapkan di masa lalu tetap berlaku hingga ada dalil yang
menunjukkan perubahannya. Prinsipnya adalah "keyakinan
tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.®®

Meskipun berbagai metode ijtihad ini digunakan, sangat
penting untuk digarisbawahi bahwa seluruh upaya penetapan hukum
yang bertujuan pada pencapaian kemaslahatan manusia harus
senantiasa didasari dan berlandaskan pada dua sumber utama dan

otentik dalam Islam, yaitu Al- Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad

% Nanda Andika Yufa. "Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam
Syafi'i." SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga 9.2 (2024): 65-76.

67 Zikwan, M., and Erwin Azhari. "Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis
Islam." Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam 10.1 (2024): 151-164.

% Husnul. Haq "Penggunaan Istishab Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama." Al- Hurriyah:
Jurnal Hukum Islam 2.1 (2017): 17-30.
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SAW.% Kedua sumber ini berfungsi sebagai pondasi normatif dan
pedoman tertinggi yang tidak dapat diabaikan atau ditentang oleh
hasil ijtihad mana pun. Dengan demikian, penggunaan metode-
metode di atas merupakan upaya untuk memahami dan
mengaplikasikan nilai-nilai serta tujuan-tujuan yang terkandung
dalam Al- Qur'an dan Hadis demi terwujudnya kemaslahatan bagi
umat manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Imam-

(13

Asy-syatibi dalam bagian lain beliau mengungkapkan “ Hukum-
hukum ditetapkan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia,
dengan demikian jelas bahwa Imam Asy-syatibi memandang
subtansi utama dari maqashid syari’ah adalah maslahat bagi umat
manusia. maka dari itu pada analisis ini maslahat menjadi fokus
utama dalam memahami maqashid syari’ah.”™

Demi mencapai kemaslahatan yang di inginkan ada beberapa
tingkatan menurut Imam Asy-syatibi, yaitu tingkatan kebutuhan
dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan Dharuriyat dapat didefinisikan sebagai

kebutuhan esensial atau primer yang mutlak harus ada demi

terwujudnya kemaslahatan fundamental bagi eksistensi dan

89 Nurmina Ulfa.

Konsep dan Kedudukan Maslahahmursalah (Studi Perbandingan Antara Imam

al-Ghazali dan Najm ad-Din Thufi). Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.
0 Ipandang. "Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fighi)." Al-'Adl 8.2

(2015): 163-182.
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keberlangsungan hidup manusia, baik secara individu
maupun kolektif. Istilah dharuriyat sendiri secara etimologis
berasal dari kata "darurat™ yang menunjukkan suatu kondisi
yang sangat mendesak dan tidak dapat diabaikan. Ini bukan
sekadar keinginan atau pelengkap, melainkan fondasi dasar
yang tanpanya kehidupan manusia akan terancam dan
mengalami kekacauan yang parah.’

Apabila kebutuhan dharuriyat ini tidak terpenuhi atau
tidak ada dalam diri manusia, maka akan timbul dampak
negatif yang sangat signifikan dan berpotensi menimbulkan
kerusakan  besar  (mafsadat) dalam  kehidupan.
Ketidakberadaan dharuriyat akan mengancam eksistensi
manusia, merusak tatanan masyarakat, dan menghambat
pencapaian tujuan-tujuan syariat. Sebagai contoh, jika tidak
ada perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), maka nyawa
manusia akan menjadi murah dan kekacauan akan
merajalela. Demikian pula, tanpa perlindungan agama (hifz
al-din), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al- nasl), dan harta
(hifz al-mal), sendi-sendi kehidupan beradab akan runtuh.
Oleh karena itu, syariat Islam secara tegas meletakkan

perlindungan terhadap dharuriyat ini sebagai prioritas utama

1 Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Magasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar
Manusia Menurut Abraham Maslow
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dan menjadi landasan bagi penetapan berbagai hukum dan
kebijakan.
2. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan Hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang
berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna bagi
terpenuhinya Dharuriyat. Sifat fundamental dari kebutuhan
ini adalah bahwa ketiadaannya tidak serta-merta
mengancam eksistensi kemaslahatan dasar (dharuriyat).
Artinya, jika kebutuhan Hajiyat ini tidak terwujud atau tidak
terpenuhi, manusia masih bisa melanjutkan hidup dan
kemaslahatan primer tidak akan runtuh total. Namun, tidak
adanya Hajiyat akan menimbulkan kesulitan, kesempitan,
atau ketidaknyamanan dalam kehidupan.”

Di sisi lain, apabila kebutuhan Hajiyat ini terpenuhi, ia
akan sangat berperan dalam menopang dan mempermudah
terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas, serta
mengurangi berbagai kesulitan dan beban dalam kehidupan
manusia. Kebutuhan ini bertujuan untuk memudahkan,
meluaskan, dan menyempurnakan aspek-aspek kehidupan
yang telah dijamin oleh Dharuriyat. Misalnya, dalam

menjaga jiwa (hifz al-nafs), makanan dan minuman adalah

2 Ahmad Suganda. "Urgensi dan Tingkatan Magashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat."
Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan 30.1 (2020): 1-16.
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3.

Dharuriyat. Namun, memiliki makanan yang bervariasi,
transportasi yang nyaman, atau pakaian yang layak adalah
Hajiyat. Tanpa transportasi atau pakaian yang baik, hidup
tetap berlanjut, tetapi dengan banyak kesulitan. Contoh lain
adalah dalam hifz al-mal (pemeliharaan harta), memiliki
pendapatan untuk hidup adalah Dharuriyat, namun memiliki
sistem perbankan yang efisien atau fasilitas kredit adalah
Hajiyat yang mempermudah transaksi dan pengembangan
ekonomi.
Kebutuhan Tahsinat

Kebutuhan Tahsinat merujuk pada kebutuhan tersier
atau pelengkap yang bertujuan untuk memperindah,
menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas hidup dalam
aspek estetika, etika, dan moralitas. Kebutuhan ini
merupakan lapisan terluar dari kemaslahatan, yang
menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan berbudaya.”

Karakteristik utama dari Tahsiniyat adalah bahwa
ketiadaannya tidak akan menggagalkan atau merusak
kemaslahatan inti yang telah dipastikan oleh Dharuriyat

dan Hajiyat.”* Artinya, jika kebutuhan Tahsiniyat ini tidak

8 Yosi. "Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Magashid Al-Syari’ah (Maslahah Al- Dharuriyat,
Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah." EI-Rusyd 2.2 (2017): 35- 57.

Muh Zulfahmi, and Oman Fathurohman SW. "Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan
Magasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer." Jurnal Masharif
Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9.5 (2024).
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terpenuhi, kehidupan manusia tetap dapat berjalan, dan
fondasi dasar serta kenyamanan hidup tidak akan terancam.
Misalnya, seseorang masih bisa bertahan hidup dan
menjalani rutinitas harian tanpa harus selalu berhias atau
mengenakan pakaian mewah.

Imam Asy-syatibi memiliki ciri khas tersendiri dalam perumusan
penetapan magashid syari’ah, menurutnya setidaknya ada empat upaya
dalam perumusan penetapan magqashid syari’ah”

1. Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida’ at tasrihi

Metode ini melihat penetapan syari’at baik itu larangan
maupun perintah memiliki suatu alasan mengapa syari’at itu
ditetapkan, Imam Asy-syatibi melihat secara lebih dalam
mengapa Allah SWT melarang suatu perbuatan dan memerintah
suatu perbuatan, sehingga mukallaf dapat dengan jelas
memahami alasan dibalik syari’at itu ditetapkan.’® Apabila teori
Imam Asy-syatibi ini diaplikasikan dalam sengketa pembagian
harta bersama alasan majelis hakim memutuskan pembagian
harta bersama yaitu 50%-50% baik hak maupun kewajiban
masih masing pihak dan larangan kepada para pihak untuk tidak

mengambil harta bersama lebih dari 50% dan perintah kepada

> Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasutio. Filsafat Hukum Islam dan
Magashid Syariah: Edisi Kedua. Prenada Media, 2022.

®Ahmad Makki. Konsep keadilan dalam poligami perspektif Magasid As-Syari’akh menurut Al-
Syathibi. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
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para pihak untuk membayar hutang bersama yang dibagi %2.

2. Illat dalam penetapan syari’at

Pada hakikatnya metode ini memiliki sedikit kesamaan
dengan metode pertama akan tetapi perbedaan pada metode ini
adalah titik fokus pada illat dalam penetapan syari’at, meskipun
dalam metode ini illat menjadi fokus utama, tapi dalam
implementasinya illat hanya dijadikan sebagai alat atau jembatan
dalam menganalisis suatu perintah atau larangan dalam syari’at,
dan yang menjadi magashid dalam metode ini adalah akibat atau
hasil dari syari’at tersebut.”” lllat majelis hakim dalam
perumusan putusan pembagian harta bersama menjadi ¥ antara
suami dan istri adalah kedua pihak bekerja sama dalam rumah
tangga yang artinya suami istri sama sama bekerja untuk
mendapatkan harta dalam perkawinan.

3. Magashid al-ashli dan Maqashid at-tabi 'ah

Dalam suatu syari’at terdapat 2 tujuan atau Magshud
didalmnya, pertama yaitu Magashid al-ashli atau tujuan utama
atas suatu syari’at, tujuan ini dapat sangat mudah untuk diketahui
oleh mukallaf.”

4. Sukut as-syar’i

" Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam."
Jurnal Justitia Jurnal llmu Hukum dan Humaniora 1.04 (2016).

8 Muhammad Aziz, and Sholikah Sholikah. "Metode Penetapan Magoshid Al Syari‘ah: Studi
Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi." ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 14.2 (2013): 160-175.
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Imam asy-syatibi juga memberikan solusi terhadap syari’at
yang didalamnya tidak terdapat penjelasan nash terkait dengan
syari’at tersebut, meskipun ada indikasi terjadinya perkara
terhadap syari’at tersebut, biasanya masalah ini muncul karena
belum adanya kebutuhan dalam penjelasannya.’

Perumusan penetapan magashid syari’ah dalam konteks perkara
pembagian harta Bersama ini dapat ditempuh dengan melalui Mujarrad al
amr wa an nahy al ibtida’ at tasrihi yang merupakan salah satu metode
perumusan penetapan magqashid syari’ah, metode ini dapat diartikan sebagai
usaha melihat perintah dan larangan dalam nash secara eksplisit.%° Yang
secara mudah dapat dipahami vyaitu perintah merupakan tuntutan
menunaikan perintah yang dilakukan dan larangan merupakan tuntutan
menjauhi perkara yang dilarang.

Meskipun begitu, apabila peneliti melihat kembali redaksi tersebut
maka ada setidaknya dua syarat yang dimunculkan oleh imam asy-syatibi
dalam kitabnya, yaitu :

1. Ibtida’i
Larangan atau perintah yang diungkapkan merupakan suatu
hal baik itu dilarang maupun diperintah secara jelas dan terang-
terangan, contoh : QS.Al- Bagarah ayat 275 :

E s . _olR sk Sy T
o 258 a4 Jals

™ Al-Shatibi, Abu Ishag. Al-muwafagat fi usul al-Shariah. Al-Maktabah Al-Asriyah, 2002.
8 Muhammad Aziz, and Sholikah Sholikah. "Metode Penetapan Magoshid Al Syari‘ah: Studi
Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi : 160
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Artinya : “..Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba’.... «

Ayat ini merupakan salah satu contoh /btida 'I larangan yang
terdapat dalam al-qur’an yang secara terang-terangan dan
mandiri melarang adanya riba.

Bersifat Penguat

Larangan atau perintah yang sifatnya sebagai penguat suatu
hal lain seperti contohnya : QS Al-jumuah ayat 9

L503 dl &D ) 15ali Aaadl 55 (e ssliall oagh 130 1350 Gl Gl

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila
(seruan)  untuk  melaksanakan sholat jum’at telah
dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah

jual beli“

Larangan jual beli dalam ayat tersebut hanya bersifat sebagai
penguat perintah untuk segera menunaikan sholat jum’at secara

berjamaah ketika telah dikumandangkan adzan.

Dalam hal ini Penetapan hukum menggunakan metode ini
dikategorikan sebagai penetapan dengan dasar nash dan dibalut
dengan pengetahuan umum dan menjadikan mukkalaf paham
bahwa konsep Ketika adanya suatu perintah berarti didalmnya

terdapat suatu kemashlahatan dan Ketika adanya suatu larangan
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berarti didalamnya terdapat suatu kemudhorotan. Dengan
demikian maqashid syari’ah yang bertujuan mencapai

kemslahatan akan tercapai.

Kemaslahatan ~ menurut  Imam  Asy-syatibi  adalah
kemaslahatan yang berorientasi kepada terjaganya lima perkara
dalam kehidupan. Pendekatan imam Asy-Syatibi ini memberikan
kerangka analitis yang kuat dalam memahami tujuan-tujuan
syariat Islam, di mana setiap hukum dan ketentuan diturunkan
untuk mewujudkan dan mempertahankan kelima aspek vital
kehidupan ini. Oleh karena itu, konsep kemaslahatan menurut
Imam Asy-Syatibi adalah sebuah manifestasi dari upaya syariat
untuk menghadirkan kebaikan dan menolak kemudaratan dalam

skala makro kehidupan manusia.®

Larangan itu berjalan sesuai dengan keputusan hakim yang
menolak gugatan rekonvensi yang melakukan tuduhan yang tidak
didasari dengan bukti bukti yang tidak dapat diterima dalam
persidangan. Maka dari itu penetapan keputusan hakim sesuai
dengan metode atau upaya dalam penetapan magashid syari’ah
yakni Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida’ at tasrihi dalam

konteks Hifdzul maal.

81 Abd Mugit,. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Alquran (Pendekatan
Hermeneutika dan Mag@ asid al-Syari’ah). (Diss. |AIN Kediri, 2018).
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dalam konvensi objek gugatan harta bersama berupa rumah dinyatakan

tidak dapat diterima karena masih menjadi jaminan PT.Bank Mandiri Thk.
sesuai SEMA no 3 Tahun 2018 serta objek gugatan harta bersama kedua
yaitu mobil yang telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 160.370.249 dan
dikurangi pelunasan hutang/kredit di BCA sebesar Rp. 60.730.249 sisa uang
yang menjadi harta bersama adalah Rp. 99.640.000,-. Hasil dari penjualan
harta bersama berupa mobil ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-
masing berhak % bagian dari Rp. 99.640.000,- tergugat dihukum
menyerahkan Rp. 49.820.000,- kepada Penggugat. Dalam Rekonvensi
gugatan harta bersama tambahan (3 Bidang Tanah) dinyatakan tidak dapat
diterima karena gugatan penggugat rekonvensi tidak mencantumkan
identifikasi tanah (luas, batas, kapan diperoleh) dengan jelas sehingga cacat

formil

2. Dalam persepektif Magashid Syari’ah Imam Al-syatibi, kasus sengketa
pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama Kabupaten
Malang no 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg termasuk dalam salah satu
dharuriyatul khomsah (hifdzul mal). Sehingga sewaktu penggugat
diceraikan, penggugat melakukan gugatan harta bersama ke Pengadilan

Agama dalam mempertahankan harta bersama yang didalamnya terdapat
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hak penggugat. Selain itu berkaitan dengan tujuan Magashid Syari’ah Imam
Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat, hal ini selaras dengan putusahakim
dimana penggugat mendapatkan hak nya secara adil dimana majelis hakim
membagi harta bersama %2 kepadaPenggugat dan tergugat.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertajam pisau analisis
dengan menggunakan metode lain, dan pemilihan kasus atau putusan juga

sangat memengaruhi dalam analisis karya ilmiah .

2. Diharapkan untuk penegak hukum untuk memperlebar sudut pandang yang

digunakan dalam menganalisis atau menetapkan suatu putusan.
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PUTUSAN
Nomor 1619/Pd1.G/2023/PA Kab Mg
”/-ﬁﬁy'.‘)"“;! Y
- o -,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memerlksa dan mengadili
perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatubkan putusan dalam
perkara antara pihak-phak :
SITI MAISAROH BINTI DASUKI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerasian
Pegawal Negerl Sipll (PNS), tempat kediaman di Dusun
Waludakon RT. 04 RW. 05 Desa Kendalpayak Kecamatan
Pakisajl Kabupaten Malang, dakam hal ini diweakll oleh Kuasa
Hukumnya Ach. Hussairi, SH., dan kawan kawan, para
Advokat, beralamat di Ji. Panjl 85 Kepanjen MalangJawa
Timur berdasarkan swal kuasa khusus tanggal 07 Oktober
2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten
Makang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor |
929/Kuasa/32023/PA Kab . Mig, selanjuinya disebut sebagal
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan
DWI LISTIYONO BIN SYAFI, umur 42 ahon, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di JI. Penanggungan RT,
08 RW. 02 No. 036 Banurejo Kelurahan Kepanjen Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang, selanuinya disebut sebagal
Tergugat KonvensiPenggugat Rekonvensi,
Pengadikan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajarl berkas perkara yang bersangkutan;
Takah mendengar keterangan Penggugal, Tergugal serta para saksi di ruang
persklangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023
yang lelah terdafar di Kepaniteraan Pengaditan Agama Kabupaten Malang
Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA KabMig, tanggal 14 Maret 2023 mengemukakan
hal-bal sebagai berikut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 telah dilangsungkan permnikahan

antara Pengqugat dengan Tdtqugal yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesual dengan tuntunan ajaran agama ldam, Pemikahan (ersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten
Nganjuk, sebagalmana tercatat dalam Akia Nikah No. 584/31/X11/2008,
tertanggalls Desember 2008,
2. Bahwa setelah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat
betas) tahun lamanya, saat ini Penggugat dengan Tergugar telah diputus
cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas | A
Nomor 4262/Pdt.G/2022/PA Kab.Mig, sebagaimana dalam Akta Ceral
Nomor 4622/ACI2022/PA. Kab. Mg,
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suaml-ister| dan dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;
3.1 Siti Hasna Naurah Arisanti binti Dva |Listyano, umur 12 ahun;
3.2 Muhammad Azzam Dwi RIZql bin Dwl Listyono, umur 11 tahun;
3.3 Siti Halsha Nibayah Arum binti Dwi Listyono, umur 9 tahun;
4. Balwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
Telah memperoleh harta bersama berupa:
41, Satu rumah besenta anahnya sesual dengan SHM No.
03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lehih 171 M dan
bangunan rumah di atasnya yang terletak di JI. Dirgantara RT 01 RW
01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisajl Kabupaten Malang, yan(
dahulunya dibeli dari pemilik tanah kaveling yang bemama Saiful
pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi
Afil, M.SL, selaku Pejabat Pembuat Akla Tanah Sementara
sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-

batas sebagal berikut :

Sebelah Utara ¢ rumah/tanah milik Budiono

Sebelah Barat ; sungai kecil

Sebelah Selatan | rumahitanah milik Nikoas Palbeno
Sebelah Timur : Jalan

A4.2.Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type

Avanza, Merk Toyoia, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas

nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018,
halaman 2 dae &8 hataman, Futusan Komorl§ 19Fex GUZNPAR Kab My

asior:
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4.3 Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugal dan Tergugat

juga memiliki tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan
jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus bga pulub lima juta lima
ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak &) (enam
puluh) kali angsuran (April 2021 sampal dengan Maret 2026), yang
saal Ini telah terbayarkan sejumlah 23 kall angsuran dengan iotal
pembayaran Rp. 90.275.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh
pulsh lima ribu ruplah), Sehingga kekurangan tanggungan hutang
adalah sebariyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumiah Rp.
145225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ima
ribiu rupiah),

5. Bahwa Penggugat telah mencoba membicarakan mengenai pembagian

harta bersama dengan Tergugat guna menyelesaikan pembagian dengan

cara kekeluargaan, namun Tergugat bersikukuh tidak mau memberikan

sebagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat, dengan alasan
dikarenakan terhadap harta-harta bersama tersebut terulls atas nama
Tergugat;

6. Bahwa sudah seharusnya Obyek Sengketa / Harta Bersama tersebut
dibagi menjadi dua bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak
Pengqugat dan  Tergugat sebagaimana ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 temmg Perkawinan ("UU Petkawinan”) menyatakan: “Harta

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 wmang Perkawdnan yang bofbunyl ‘Bila

uuhummmasm_mmg_ PoniolasanPasal ar Undaandang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, ‘yang

9. Bahwa oleh karena Penggugal dan Tergugal beragama |sam maka
pembagian hana bersama Penggugat dan Tergugat yakni berdasarkan
ketentuan hukum islam, yang mana dalam hal ini berdasarkan keteniuan

Pasal 97 KHI menyatakan; *

Palaman 3 das 42 halunun Purssin Noser 16199t G20230PA Kal Wy

Caoare
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10. Bahwa oleh karena sebagian dari Obyek Sengketa (Harta Gono
Gini) berupa sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen dan maupun
kendaraan roda empal sebagai barang bergerak, oleh karenanya apabila
tidak memungkinkan dibagl secara Fisik atau Natura maka pembagian
dapat diakukan melalul lelang terbuka didepan umum dan hasil penjualan
dibagl 2 menjadl hak masing-masing sama besar antara Penggugat dan
Tergugal;
1L Bahwa agar Gugatan ini tidak llusolr, kabur dan tidak bemilai,
serta  demi menghindari  usahaTergugat untuk  mengalihkan hara
kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat
diletakkan Sita Mantal atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat
yang berupa :
1.1 Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No.
03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M*dan
bangunan rumah di atasnya yang terletak di JI. Dirgantara RT 01 RW
01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang
dahulunya dibeli dan pemilik tanah kaveling yang bemama Saiful
pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi
Aril, M.Si., selaku Pejabat Pembual Akta Tanah Sementara
sebagaimana dalam Akta Jual Bell No, 758/2014, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumahvianah mikk Budiono
Sebelah Barat - sungai kecil

Sebelah Selatan : tumahvianah mikk Nikoas Palbeno
Sebelah Timur : jalan

112, Saw unit kendaraan bermotor, Jenis Mobll Penumpang,
Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG,
atas nama Dwi Listyono, yanyg dibeli sekira pada tahun 2018,
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun
2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan |ika gugatan berdasarkan
pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah
kebenaran tentang isl dan tanda tangannya oleh pihak fawan, gugatan
tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,

Palaman 4 das 48 halumuen Purssien Noter 16199t GR0230PA Kab Mg

Cmsre
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gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan fain-lain

dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa
terbukti melalaikan kewajibannya sebagal penyewa beritikad baik, gugatan
mengenal _pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan
mengenai gugatan ceral mempunyal kekuatan hukum tetap, dikabulkannya
gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan |elas serta
memenuhl Pasal 332 Ry, gugatan berdasarkan Putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (hkracthvangew)sde) dan mempunyal
hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, serla pokok sengketa
mengenal bezitsrecht,
13. Bahwa Gugatan Penggugal dalam hal ini merupakan gugatan
{ Kawing i1} sebagaimana ketentuan
SEMA datas maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ni serta
perlindungan hukum bagl Penggugat agar keruglan yang diataminya tidak
semakin membanyak, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk putusan dalam perkara Inl dapat dilaksanakan
terlebeh dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan
kembali dan Upaya Hukum Lainya (Uitvoorbarbijvoorad),
14, Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya
tuntutan Penggugat kepada Terqugat, maka Penggugat mohon kepada
Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang berkenan untuk  menjauhkan
hukuman pembayaran uvang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar
Rp1.000.000, (Saw Juta Rupiah) untuk setiap har keterflambatan atas
pelaksanaan putusan oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 197 Herzien
Inlandsch Reglement ("HIR")
15, Bahwa oleh karena dalam perkara a quo pada pokoknya
merupakan sengketa harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
192 R.By, Penggugat dan Tergugat dapat dihukum untuk membayar baya
perkara secara berimbang / tanggung renteng;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat Mohon Kepada
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para
pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan selanjuinya memutus yang
Amamya sebagai berikut:
PRIMAIR
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1, Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembagian Hara  Bersama

Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa:
2.1.Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632
alas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M? dan
bangunan rumah di atasnya yang terletak di JI, Dirgantara RT 01 RW
01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang
dahulunya dibeli darl pemilik tanah kaveling yang bermama Saltul pada
tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs. Ahmad Muwassi Aril,
M. S|, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagamana
dalam Akta Jual Beli No. 758/2014, dengan batas-batas sebagai

bernkut :
Sebelah Utara - rumahvtanah mikk Budiono;
Sebelah Barat - sungas kecll,
Sebelah Selatan - rumah/tanah mikk Nikoas Palbeno;
Sebelah Timur . jadan,

2.2.Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobll Penumpang, Type
Avanza, Merk Toyola, dengan Nomor Registasl N 1784 FG, alas
nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;
2.3.Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Terqugat
juga memilikl tanggungan hutang bersama di Bank Mandirl dengan
jumlah total Rp. 235500000, (dua ratus tiga puluh kma juta lima
ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam
pulsh) kali angsuran (April 2021 sampal dengan Maret 2026), yang
saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan lotal
pembayaran Rp. 90.275.000- (Sembilan puluh pta dua raws tujuh
puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang
adalah sebanyak 37 (tiga pulub tupuh) kali angsuran atau sejumlah Rp.
145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima
by rupiah),
Adalah harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang di
pekh selama masa perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan
bagian, Penggugat 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat 50 (lima
pulub) parsen bagian dari harta barsama,
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3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ¥ (seperdua) bagian dar

harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan
pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara
untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagl dua antara
Penggugal dengan Tergugat,
4. Menyatakan bahwa putusan perkara inl dapat dilaksanakan terebib
dahulu meskipun ada upaya hukum pedawanan, banding, kasasi ataupun
upaya hukum lainnya darl Tergugat (UitvoerbaarBijVorraad);
-5. Menghukum Tergugat untuk membayar vang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupeah) untuk setiap harl
keterlambatan, bilamana lala iuntuk menjalankan isi putusan ini, terhitung
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara
anggung renteng.

SUBSIDAIR

Apabila Majells Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara inl berpendapat

lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo £t Bono),

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugal dan
Tergugat hadir secara pnbadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap
persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak
Penggugat dan Tergugal agar rukun lagl dalam rumah tangga yang baik, tetapl
tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamalkan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh
melalul jalur mediasl oleh mediator Drs, Suyono (praktisi hukum), akan tetapi
letap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan Inl dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugar,

Hahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
sacara tertulis yang disampakan pada sidang tanggal 11 Mel 2023 yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut
Dalam Konpensi:

11 Dalam Eksepsi
a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak
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Dalam posita gugaian angka 4.3 disebutkan bahwa Penggugat

memiliki tanggungan pada PT Bank Mandin (Persero) Thk, sebesar
Rp. 145.225.000.- (seratus empat puluh lima juta dua raws dua pukih
lima ribu rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan, di atas
sertipikat hak milik (SHM) Nomor 03632/Karangduren, seluas 171 m2,
terletak di Jalan Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Makang (objek posita angka 4.1);

Berdasarkan posita wersebut, PT Bank Mandin (Persero) Thk,,
termasuk subjek hukum yang harus dilindungi  kepentingannya,
sehingga harus dimasukkan ke dalam pihak yang terkait dengan
perkara, baik sebagai pihak Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat,
agar dapar melindungl kepentingannya, dan tidak dirugikan hak-
haknya,

Tidak dimasukkannya PT Bank Mandirl (Persero) Tbk, sebagal
pihak dalam perkara ini, jelas gugatan Penggugat telah kurang pihak,
uniuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b, Gugatan Pengougat Kurang Objek
Dalam gugatan Penggugal hanya menguraian 3 objek harta
hersama, dalam posita angka 4, padahal antara Penggugat dengan
Tergugat terdapat objek lain yang merupakan harta bersama, yang
diperoleh selama dakam perkawinan, yaitu:
1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak o Desa Ja'an
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada
tahun ... dan paman Penggugat yang dipanggll dengan nama
panggilan “Lek Ji" yang bukli pembelannya disimpan oleh
Penggugat
2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Jeruk Wangi
Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibell pada
tahun .... yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Lemah Duwur
Kecamatan Wagir Kahupaten Malang yang bukti pembefiannya
disimpan oleh Penggugat,
Bahwa tidak disebutkan hara-harta bersama tersebut di
atas, dalam sural gugatan, Penggugal telah tidak jujur dan
hendak menghaki sendiri hanta-harta bersama tersebut, sehingga
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perbuatan  Penggugal tersebut dapat  dikategorikan  sebagal

perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat, Untuk itu,
hana-harta bersama di atas, mohon dikabulkan sebagai hana
bersama dalam gugatan rekonpensi, yang dibagl separub untuk
Penggugat dan separuh untuk Tergugal.

Bahwa tdak dimasukkannya harta-harta bersama di atas,
gugatan Penggugat lelah kurang objek gugatan, untuk itu,
gugatan Penggugat haraus dinyatakan tidak dapat diterima,

c Gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel)

Bahwa dalam posita angka 4.3, disobutkan Pengqgugat
mempunyai hutang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar
Rp. 145.225.000,- (seratus empat pulul Hma juta dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah), tetapi Penggugat tdak menguratkan
balwa agunan atas hutang tersebut adaiah objek tanah dan
bangunan sebagalimana dalam posita angka 4.1, sehingga dakl
Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dasar penghitungannya,
serta kabur (obscuur) objeknya, untuk itu, gugatan Penggugat
harus dinyatakan tidak dapat diterima,

1.2 Dalam Pokok Perkara
1) Hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi i atas, merupakan
satu kesatuan dengan uraian dalad dalam pokok perkara ni dan
dianggap diulang kembalk secara mutatis mutandis.
2) Jawaban Tergugat atas posita gugatan Penggugat angka 1
- 15, diuraukan sebagal berkut
a. Bahwa tidak bepar hana bersama antara Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan angka 4,
karena selama dalam perkawinan antara Penggugal dan
Tergugat telah membell pula, objek tanah lain Sebagai berkut:
1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa
Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibell
pada tahun ... dan paman Penggugat yang dipanggll dengan
nama panggilan “Lek Ji* yang buki pembeliannya disimpan
oleh Penggugat,
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2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Jeruk Wang!

Kecamatan Lengkong Kahupaten Nganjuk, yang dibeli pada
tahun ... yang bukti pembelannya disimpan oleh Penggugat,
3) Sebidang tanah sawah yang teretak di Lemah
Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukli
pembeliannya disimpan oleh Penggugat;

Bahwa harta-hanta tersebut di atas, harus pula dimasukkan
ke dalam objek pembagian hana bersama dalam perkara Inl,
sehingga persidangan perkara ini menjadi persidangan yang
adll yang sesual dengan hukum, baik hukum negara maupun
hukum Islam yang menjadi dasar dbentuknya Peradilan
Agama, yaknl untuk mengadill persengktaan antara orang-
orang yang beragama Islam, melindungi hak-hak pencar
keadilan, serta memberikan kepastan dengan mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
tslam yang telah dipilih oleh Penggugat, yakni dengan “memilih
hukum fslam*  dan memasukkan gugatan untuk mengadii
perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang di
Kepanjen ini,

b. Bahwa tidak benar objek gugatan angka 4.1 merupakan
harta bersama yang berdiri sendir, karena objek tersebut telah
iagunkan pada PT Bank Mandii (Persero) Tbk. ‘sehingga
kepemiikannya (sebaglan) secara hukum telah beralih ke pibak
PT Bank Mandri (Persero) Tbk. ditambah lagi bahwa objek 4.1
terikal dengan hutang objek angka 4.3 sehingga penghitungan
alas objek angka 4.1 dan objek angka 4.3 dalam gugatan
Penggugat adalah penghitungan yang salah fatal dan tidak
dapat digunakan sebagal bahan pembaglan hana yang sah,
wntuk itu gugatan Penggugat atas objek-objek tersebut haruslah
ditolak seluruhnya.
c. Bahwa objek gugatan angka 4.2 yang pembeliannya
dilakukan dengan cara kredit (hutang), untuk mengurangl beban
hutang dan kebutuhan Teruuuhl. termasuk untuk membayar
pengobatan operasi kaki Tergugat, objek tersebut telah dijual
pada saat masih dalam perkawinan guna membayar hutang
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(kredin) dan mmbwu kebutuhan dan pengobatan operas kaki

wersebut, dengan demikian, objek angka 4.2 adalah objek yang
sudah tdak ada lagi, sehingga guatan Penggugal atas objek
tersebut harus ditolak,
d. Bahwa udak benar Penggugat permah  mencoba
membicarakan pembagian harta bersama tersebut, justru
Penggugat telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum,
dengan menyembunyikan bukti-bukti pembelian dan dokumen
kepemiikan serta menghaki sendini  harta-harta  bersama
sebagamana diwralkan dalam huruf a d atas, padahal
separuhnya adalah hana yang menjadi hak Tergugat, dengan
demikian jelas bahwa Penggugatlah yang telah tidak jujur
dalam gugatan pembagian harta bersama ini, untuk itu, gugatan
Penggugat tersebut harusiah ditolak seluruhnya,
e.  Bahwa karena gugatan Penggugat tidak benar seluruhnya,
maka harus ditolak permintaan Penggugat untuk sita marital
atas objek gugatan Penggugat, karena sebagiannya adalah
milik PT Bank Mandiri (Persero) Thk. serta objek 4.2 telah tidak
ada lagi, harus pula ditolak witvoorbaar by voonaad dan
dwangsom sena biaya perkara.
3) Bahwa karena gugatan Penggugal telah tdak benar
seluruhnya dan harus diolak seluruhoya, sebagaimana  telah
diuratkan di atas, untuk u, mohon kepada majelis Hakim
Pemenksa Perkara Inl menerima Jawaban Tergugat dan
menyatakan menolak gugatan Penggugalt untuk seluruhaya.
I Dalam Rekonpensk:
1. Hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi di atas, merupakan satu
kesatan dengan uraian dall dalam Rekonvensi i dan dianggap
dulang kembali secara mutatis mutandis.
2. Tergugat Konvensl adalah Penggugat dalam Rekonvensi Ini,
demikian juga Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam
Rekonvens! inl,
3. Sebagaimana pengakuan Penggugat Konvensi (Tergugat
Rekonpensi) dalam posita gugatan angka 3 bahwa dalam pernikahan
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antara Penggugat dan Tergugat telsh dikarunial 3 (tiga) orang anak,

yalkni:
(1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13
tahun,
(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQ| bin DWI LISTYONO, umur 12
tahun,
(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10
tahun,
4. Bahwa ketiga anak Penggugal dan Tergugat tersebul, setelah
diajukannya perceralan oleh Tergugal Rekonpensi, belum ditetapkan
hak pengasuhannya, sementara saat ini kondisi ketiga anak tersebut
tidak mendapat pengasuhan yang layak dar Tergugat Rekonpensi,
bahkan telah dititipkan di rumah kerabatnya dalam kondisi tidak
mendapat perindungan yang balk, serta telah menghilangkan hak-hak
Penggugal Rekonvensi sebagai ayah kandung, untuk itu, mohon hak
pengasuhan ketiga anak tersebut, yakni:
(1) SITIH HASNA NAURAH ARISANTI binti DWI LISTYONO, umur 13
tahun,
(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12
tahun,
(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM bintt DW| LISTYONO, umur 10
tahun,
diberikan/ddetakkan kepada Penggugat Rekonpensi, sampai keliga
anak tersebut dewasa dan mandiri,
5. Bahwa terhadap objek harta bersama, yaiu:
1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terlesak di Desa Ja'an
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada
tahun ... darl paman Penggugatl yang dipangoll dengan nama
panggilan “Lek Ji* yang bukti pembeliannya disimpan oleh
Penggugat.
2) Sebidang tanah yang teretak di Desa Jeruk Wangi
Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibell pada tahun
-... yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
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3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Lemah Duwur

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembefiannya

disimpan oleh Penggugat;
Mohon dilakukan pembagian sesual dengan hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%)
adalah milk Penggugat Rekonvens! dan separuh lagl (50%) adalah
milik Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa perbuatan Tergugal Rekonvenst menghilangkan dan atau
menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan
menghaki sendiri hara-harta bersama sebagaimana dalam posita
angka S di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat Rekonpensi. Untuk itu, Tergugat Rekonvens|
dihukum untuk membagi harta-harta bersama tersebut, sesual dengan
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaknl
separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separub lagi
(5096) adalah millk Tergugat Rekonpensi,
/. Aas objek harta bersama dalam posita angka 5 tersebut, maohon
diakukan sita marital terhadap objek fisik dan bukt-bukt pembelian
serta dokumen-dokumen kepemilikan lamnya.
8. Mohon menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom
sebesar Rp.1.000.00000 (satu juta rupiah), setiap har kelalaian,
sefak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkraacht van
gewijsde) sampal dipenuhinya isi Putusan dimaksud.
9. Menyatakan putusan perkara Inl, secara uitvoorbaar by voorraad;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi  untuk membayar  biaya
perkara yang timbul,

Berdasarkan seiuruh uraian o atas, baik dalam Konwvensi maupun
Rekonpensl, mohon kepada Majells Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, menenma dan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai
berikat:

1) Dalam Konpensi:

1.1 Dalam Eksepsi:

* Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
= Menyatakan gugatan Penggugal tidak dapat diterima,

1.2 Dalam Pokok Perkara:
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1. Menerima dali-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk

seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selurubnya.
2) Dalam Rekonpensi:
1. Menerima gugatan Rekonvensi  dari Penggugat Rekonvensi
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak pengasuhban anak, yaitu:
(1) SITI HASNA NAURAH ARISANTI binu OWI LISTYONO, umur 13
tahun,
(2) MUHAMMAD AZZAM DWI RIZQI bin DWI LISTYONO, umur 12
tahun,
(3) SITI HAFSHA NIHAYAH ARUM binti DWI LISTYONO, umur 10 tahun,
diberikan/diletakkan kepada Penggugat Rekonpensi, sampai ketiga anak
tersebut dewasa dan mandir.
3. Menyatakan perbuatan Tergugal Rekonvensi menghilangkan dan
atau menyembunyikan bukti-bukt pembelian, dokumen kepemilikan dan
menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana dalam posita angka
5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat Rekonpensi,
4, Meletakkan sita marntal secara fisik atas objek-objek gugatan
Rekonvensi dalam posita angka 5, bukti-buktl pembelian dan dokumen-
dokumen kepemitikan untuk diserahkan kepada Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi unwuk membagi hana-harna
bersama dalam posita angka 5 tersebut, sesuai dengan hukum lslam
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%)
adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separuh lagi (50%) adalah
miik Tergugat Rekonpensi,
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap han kelataan, sejak Putusan
dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkraach! van gewiisde) sampal
dipenuhinya isi Putusan dimaksud,
[ 2 Menyatakan putusan perkara inl, secara witvoorbaar bif voorraad,
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi  unfuk membayar biaya
perkara yang timbul;
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Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengaddan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain,
mohon memberkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketshanan Yang
Maha Esa (ex aequo et bano).
Bahwa, atas  jawaban Tergugal tersebut, pihak  Penggugat
menyampaikan Replik sebagai berkut;
L DALAM KONVENSI
TJerhadap Eksepsi
Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Tergugal Rekonvensi tetap
pada dall-dall dalam Gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil
Tergugat Korwensi [ Penggugat Rekonivensi bak dalam EksepsilJawaban
maupun Gugatan Rekonvensi , kecuall yang secara tegas diakul
kebenarannya,
Terhadap Konvensi
1. Babwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
tetlap pada dalil-dalll datam Gugatan terdabulu, dan membantah semua
dalil-dalil Tergugat Korwensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang
secara tegas diakui kebenarannya,
2, Bahwa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
tidak berdasar dan tidak beralasan, dimana dalam poin ke-2 huruf (a)
merupakan dalil yang tidak benar, dikarenakan objek harta bersama
yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi  dan
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi  adalah objek yang telah
disebutkan oleh Penggugat Konvens! dalam Gugatan Konvens| dan tidak
ada objek lagi selain itu.
3. Bahwa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugai Rekonvensi
dalam poin ke-2 huruf (c) adalah hatl yang tidak dibenarkan, dan apabila
memang terjadl penjualan terhadap objek tersebut, dilakukan secara
sepihak oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa
sepengetahuan darl Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi .
q. Babwa jawaban Tergugat Konvensi / Penggugal Rekonvensi
dalam poin ke-2 hurut (d) adalah hal yang tidak berdasar dan tidak
dibenarkan, dikarenakan hingga saat ini objek harta bersama lersebut
dikuasal secara lisik oleh Tergugat konvenslnemupal Rekonvens: .
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5. Bahwa sesual dengan data pinjaman di Bank Mandirl berdasarkan

Addendum Perjangian Kredit Pertama tertanggal 31 Maret 2021, yang
telah di randatangani oleh pihak PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang
Merdeka dan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensl | Penggugal Rekonvensi | terdapat tanggungan
hutang bersama yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp, 90.023.225,-
(sembilan puluh juta dua puluh tga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
lerhadap Rekonvensi
1. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi [ Tergugal
Rekonvensi  tetap pada dalil-dall dalam Gugatan terdahulu, dan
membantah semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi | Penggugat
Rekonvensi kecuall yang secara tegas diakul kebenarannya,
2, Bahwa hal-hal yang tidak ada relevansinya dalam Gugatan
Rekonvenst yang mana tidak berkesesualan dan tidak ada hak jawab
dengan Rekonvensi Ini baik dalam dalil-dalil dasar hukum (recht ground)
maupun dasar fakianya (feftelijke ground), Penggugat Rekonvensi /
Tergugat Rekonvensi ftidak akan menanggapinya sehingga alasan-
alasan yang duraikan oleh Penggugal Rekonvensi / Tergugat
Rekonvensi dalam Replik dan jawaban gugatan Rekonvens: ini, mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam
perkara i untuk Menolak Rekonvensi  dari Tergugat Rekonvensi |
Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau menyatakan tidak dapat
diterima { Niet Onvankelijke Verklaard );
3 Bahwa selanjuinya dalam menanggapi gugatan Tergugat
Rekonvensi , maka Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dan
keterangan-keterangan yang telah diapkan, balk dalam Eksepsi,
maupun dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, dan secara mutatis
mutandis mohon dianggap sebagal satu kesatuan yang tkiak terpisahkan
datam jawaban Gugatan Rekonvensi ini.
Bahwa bordasarkan dalll-dalil wrsebut di atas maka Penggugal Konvensi /
Tergugat Rekonvensi memohon alas perkenaan majelis Hakim yang
memerksa, mengadili  dan  memutuskan pellwn inl.  Agar berkenan
memberikan putusan demi hukum dengan amarnya sebagal berikut:

DALAM KONVENSI
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1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan pembagian harta bersama

Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Objek Sengketa berupa:
6.1, Satu rumah beserta tanahnya sesual dengan SHM No.
03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M?
dan bangunan rumah di atasnya yang terietak di JI. Dirgantara RT
01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisajl Kabupaten
Malang, yang dahulunya dibeli dan pemlik tanah kaveling yang
bemama Saiful pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan Drs.
Ahmad Muwassl Arif, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 758/2014,

dengan balas-batas sebagal berkut

Sebelah Utara : rumahvtanah mikk Budiono
Sebefah Barat : sungai kecH

Sebelah Selatan - rumatvtanah mikk Nikoas Palbeno
Sebelah Tinue . jadan

yang saat ini SHM No. 03632 tersebut menjadi agunan pinjaman di
PT. Bank Mandiri Tbk. Branch Malang Merdeka,
6.2, Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang,
Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG,
atas nama Dwi Listyono, yang dibeb sekira pada tahun 2018,
6.3 Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat Konvensl
dan Tergugat Rekonvens! juga memiliki tanggungan hutang
bersama di PT. Bank Mandirl Tbk, Branch Malang Merdeka yang
hingga saal Ini tersisa sejumlah Rp. 90.023.225 - (sembilan puiul
Juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua pulub lima rupiah);
Adalah harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan
Tergugat Rekonvensi  yang di paroleh selama masa perkawinan dan
masing-masing berhak mendapatkan bagian, Penggugat 50 (ima puluh)
persen bagian dan Tergugat 50 (lima puluh) persen bagian dan hara
bersama;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensl untuk menyerahkan V¥ (seperdua)
bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan jika
lidak dapal dilakukan pembagian secara nalura maka diserahkan kepada

Nalanian 17 das 43 halamen, Putssas Nomer 16558 G20230PA Kal Mg

Conre
S SRTeA B8 e pe @ e w seemde STt termm et Mt omer gy el .
- nems Ty B L e i e L e L
CMrm Se 4rst mem et e uE PRAETED AR] BT S MR T T M R N TENEETY S e TETEr bl WIH e Tebe TR 0020w iy Kanerterae Metnar ot Ap oy N vt Hal 17

Cne sswmrar@ratsaneapoy o8 Tux 204168 e 0

98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lefang

tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
8, Menyalakan bahwa putusan perkara ini dapar dilaksanakan teriebih
dahulu meskipun ada upaya hukum perdawanan, banding, kasasi ataupun
upaya hukum lainnya dari Tergugat Konvensi (UitvoerbaarBijVorraad),
9. Menghukum Tergugat  Konvensi  untuk  membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu
Juta Rupiah) untuk setlap han keterlambatan, bilamana lala luntuk
menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum
tetap;
10, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan
Tergugat Konvensi secara tanggung renteng.
DALAM REKONVENSI
1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvenst  tidak dapat
diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)
Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dall  gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis, berupa:
1. Fotokopl Seriplkat Hak Milik Nomor 03632 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan
ashnya, bukti P.1;
2. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Bersama Nomor
R08 MRK/0094/KUM/2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 yang dikelsarkan
oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbhk., bermeterai cukup dan cocok dengan
asknya, bukt P.2;
3. Fotokopi rekening koran angsuran, bermeterai cukup dan cocok dengan
asknya, bukii P.3,
Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut -
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Saksi | Sutrisno bin Saidun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen,

tempat kediaman di JI. P. Sudirman tara R1.2 RW.2 Kelurahan Rampal
Celake! Kecamatan Klojen Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang
memberikan kewerangan yang pada pokoknya sebagai berikut ©

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugal dan Tergugal karena saksi adalah

ayah angkat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun sudah berceral

pada September 2022.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.

- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugal mempunyal

rumah di Pakisaji, alamatnya saksi tidak tahu jelas pamun saksi tahu

lokasinya.

- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah permanen yang dibeli tahun 2014

namun batas-batas rumah ersebut saksi tdak tahu,

- Bahwa sampal sekarang rumah tersebut belum pemah dijual dan

sekarang rumah tersebut deempatl Tergugat.

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dijadikan jaminan hutang di bank

Mandiri.

- Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum lunas, jangka wakunya

saksi tidak tahu dan Penggugat yang mengangsurmya,

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai

mobil Avanza tabun 2018 wama sliver grey.

- Bahwa Mobil tersebut dulu beli baru namun saksi tidak tahu nomaor

polisinya, dan mobll tersebut sekarang dikuasal Tergugat, sakst diberlahu

Penggugat katau BPKBnya atas nama Tergugal.

- Bahwa mobil tersebut dibedi Penggugat dan Tergugat secara kredit,

namun saksi fidak tahu hingga sekarang sudah lunas apa belum.

- Bahwa saks| terakhir melinat mobil tersebut kira-kira 4 tahun yang kalu,

namun sekarang saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau tidak.

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi Il ¢ Sulastr binti Tular Hadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
tukang jahit, tempat kediaman di Dusun Tambaksarl RT.S RW.3 Desa Jatisar|
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang
memberikan kewrangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksl kenal, karena saksi leman Penggugat sefama 7 tahun,
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat pemah menkah namun pada tahun

2022 sudah berceral.

- Bahwa Penggugal dan Tergugat dikarunial 3 orang anak.

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil

baru tahun 2018, Avanza wana hitam namun setahu saksi mobil tersebut

dibeli secara kredit

- Bahwa setelah berceral saksi tidak tahu mobil tersebul masih ada atau

lidak, saksi terakhir metihat mobil it tahun 2021,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pemah membell rumah di Desa

Karangduren Kecamatan Pakisaji, awalnya mereka bell tanah tahun 2014

kemudian dibangun tahun 2016,

- Bahwa saksi terakhir ke rumah it sekitar 2 tahun yang kalu.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut.

- Bahwa batas-batas rumah tersebut saksi juga ridak tahu.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank

Mandiri namun saksi tidak tahu berapa hutangnya dan apa jaminannya.

- Bahwa saksi ndak tahu tanah it dibell atas nama siapa,
Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;
Bahwa uniuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan Rekonpensi,

Tergugat mengajukan buki mengajukan alat bukii tertulis sebagal berikut;

1 Fotokopi Sural Pernyataan tanggal Mei 2023, bermeteral cukup
dan cocok dengan aslinya, buki T1/PR.1;
2, Fotokopi Catatan Pengeluaran Hasil Penjualan Mobil tanggal 12
Juni 2023, bermeteral cukup dan cocok dengan asiinya, bukn T.2/PR.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran pelunasan pinjaman tanggal 20
Juni 2022, bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.3/PR.3;
4, Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian 1 unie mobil Avanza
Nomor Polist N 1784 FG 1anggal 03 Junl 2022, bermeteral cukup dan
cocok dengan aslinya, bukti T4/PR.4;
5. Fotokopl Perjanfian Pemblayaan Multiguna/investast Dengan
Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perubahan)
tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bermeteral
cukup dan cocok dengan aslinya, bukti 1.58R.5;
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B, Fotokopt Perfanjian  Pemblayaan Multiguna Dengan Acara

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Selanjutnya disebut
sebagal "Perjangian Pembiayaan Konsumen tanggal 25 Mei 2018 yang
dikeluarkan oleh BCA Finance, bermeteral cukup dan cocok dengan
aslinya, buktl T6/PR.6;

7 Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pelunasan DP FGE53RM-
GMMFJ 04 Grand New Avanza 1.3 G M/T Dark Grey Metallic 2018
tanggal 25 Met 2018, bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya, bukt
T.7IPR.T;

B Fotokopl Surat Keterangan Nomor RO8 UmMRK/D95/2023
tanggal 27 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk., bermeteral cukup dan cocok dengan ashinya, bukti T8/PR.8;

9, Fotokopi  Adendum  Perjanjian  Kredit Pertama  Nomor
RO8 MRK/0094/KUM2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan
oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Thk., bermeteral cukup dan cocok
dengan asfinya, bukti T9PR.9;

10.  Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03632 atas nama Dwi
Listyono tanggal 21 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandin
(Persero) Thbk.,, bermeteral cukup dan cocok dengan ashinya, bukti
T10/PR10;

11.  Fotokopli Slip Gaji atas nama Dwi Listyono periode bulan
Desember 2021, bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya, bukti
TA1/PRAY;

12. Forokopt Surat Keterangan Nomor O0LNMMHRDEGA-EA2022
tanggal 10 Januarn 2022 yang dikeluarkan oleh PT. PT. New Minatex,
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukt 7.12/PR.12,

13. Fotokopi Surat Peranjian Pinjaman tanggal 14-04-2022 yang
dikeluarkan oleh Koperasi Kosindo Utama Sefahtera, bermeteral cukup
dan cocok dengan aslinya, bukfi T13/PR.13;

14.  Fotokopl Kwitanst Pembelian Tanah Kapling di JI. Cerme
Karangduren, bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya, bukti
T.14/PR.14;

15.  Fotokopi Surat Pemyataan tanggal 02 Aprl 2023, bermeteral
cukup dan cocok dengan aslinya, bukli T.15PR15;
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16. Fotokopl Kutipan Akfa Kelahran atas nama Sitl Hasna Naurah

Arisanti Nomor 3507 AL.2010.021434 tanggal 07 Juli 2010 yang
dikeluarkan dan dinandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan asli ada di
Penggugat T.16/PR .16,
17. Fotokopi Kutipan Akia Kelahkan atas nama Muhammad Azzam
Dwi Rizgi Nomor 3507.AL.2011.042065 tanggal 31 Mei 2011 yang
dikeluarkan dan dnandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeteral cukup asli ada di
Penggugat, bukti T17/PR.17;
18.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hafsha Nihayah
Arum Nomor 3507-LU-29012013-0178 tanggal 07 Februarl 2013 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, beérmeteral cukup, asll ada di
Penggugat, bukti T.18/PR.18;
19.  Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, bermeteral cukup dan
cocok dengan aslinya, bukti T.19/PR.19;
20.  Folokopi rinGan pelunasan hutang ke BCA Finance, bermeteral
cukup dan cocok dengan aslinya, bukt T.20/PR.20;
21.  Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologl atas nama Owi Listiyono
Nomor tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava
Husada, bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.21/PRI21,
22. Folokopl Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Dwi Listiyono
tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada,
bermelerai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.22/PR.22;
23, Fotokopi Hasl Pemeriksaan Radiologl atas nama Dwi Listlyono
tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava
Husada, bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya, bukll T.23PR.23;
24, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologl atas nama Dwi Listiyono
tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava
Husada, bermeteral cukup dan cocok dengan asiinya, bukti T.24/PR.24,
Bahwa disamping alat  buktl tertulls tersebut, Tergugat  juga
menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berkut :
1 Muslikhul Hadi bin llyas Sidik, umur 63 tahun, agama Islam,
pekenaan pensiunan PNS, tempat kediaman di JI. Cerme No,75 RT.01
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RW.01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaj Kabupaten Matang,

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagal berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
saksi tetangga Tergugatl kurang lebih selama 3 tahun dan saksi juga
Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Tergugat,

- Bahwa saks pemah membeli mobil milik Tergugat yaitu Avanza
tahun 2018 dengan nomor polisi N 1784 FG pada tanggal 03 Juni
2022,

- Bahwa saksi membell mobil Tergugat juga untuk membantu
Tergugat yang butuh biaya untuk pengobatan kedua kakinya yang
patah;

- Bahwa pada saat itlu saks: beli dengan harga Rp 164.000.000,-
(seratus enam puluh empat juta rupiah).

Bahwa BPKB mobil atas nama Dwi Listiyono,

- Bahwa Transaksi dilakukan di rumah Tergugat antara saksi dan
Tergugat

- Babwa pada saat saksi sepakat membeli mobil belum ada BPKB
kemudian saksi DP partama sebesar Rp 60.000.000,-

Bahwa kemudian tiap bulan saksi &ut mengangsur pembayaran
mabll tersebut melalul Pak Dwy ( Tergugaz) dengan jumiah tidak pase
tiap bulannya.

- Bahwa sekarang sudah lunas dan BPKB sudah ada pada saksi

sefak bulan Oktober 2022,

Bahwa Tergugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi
tersebut

2. Eko Wahyudi bin Sarplyo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerfaan guru,
tempat kediaman di JI. Bromo 136 RT.008 RW.005 Kelurahan Kepanjen
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikian
keterangan sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugal karena

saksiteman Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun

sekarang sudah berceral
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- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai mobil

Avanza varma siver groy namun saksi lupa nomor polisinya.
- Bahwa mobil tersebut dibed pada saat Penggugat dan Tergugat
masih suaml istrl secara kredit dan menurut cerita Tergugat, mobil
tersebut sudah dijual untuk biaya pengobatan Tergugat,
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Pak Muslikh namun saksi
tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa mobil tersebut di jual oleh Tergugal pada saat proses
persidangan ceral untuk biaya Pengobatan Tergugat dan Saat iy
Tergugat mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan
Penggugat,
Bahwa Tergugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi
lersebut
Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawaban Rekonpensi, Penggugat
mengajukan bukti surat berupa;
1. Fotokopl Surat Keterangan Nomor 470/228/411.504.07/1V/2023 1anggal
10 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jaan
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, bermeteral cukup dan cocok
dengan aslinya, bukti TR.1;
2. Folokopl Sural Keterangan Nomor 243/411 507.01/2023 tanggal 03 Jull
2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjardowo
Kecamatan Lengkong Kabupaien Nganjuk, bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, bukti TR.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507191001230008 tanggal 10-01-2023
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeteral cukup dan cocok

dengan aslinya, bukti TR.3;
4. Fotokopl Surat Pemyataan terianggal 29 Juni 2023 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Siti Hasna Naura Anisanti, bermetera cukup dan cocok
dengan aslinya, bukti TR 4;
Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugal menyampaikan kesimpulan
secara tertulis yang selengkapnya dicantumkan dalam Berita Acara Sidang;
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Bahwa uniuk mempersingkal uralan putusan inl, maka ditunjuk segala

hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan

merupakan bagian yang 1ak terpisahkan dan putusan ini,
PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi
Dalam Eksepsl|

Menimbang, bahwa maksud dan twjuan eksepsi Tergugat adalah
sebagaimana telah diuralkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka
Majells Hakim terebih dahulu berpegang pada hal yang dikemukakan oleh
Tergugat dalam jawabannya, karenanya perlu menanggapi eksepsi dan
Tergugat terlebih dahulu,;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi hersamaan dengan
jawaban perama terhadap pokok perkara, maka Majels Hakim meniial
pengajuan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR,
karenanya eksepsi Tergugat secara tormil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugal mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
mencakup tiga hal, yaitlu Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak
PT.Bank Mandiri Tbhk tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, gugatan
Penggugat kurang obyek dan gugatan penggugat kabur fobscuurlibel,

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat
telah memberikan jawaban dalam Repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi
tetap pada dalll gugatan terdahulu dan  membantah semua dalil-dalll Tergugar
Konvensi / Penggugat Rekonvensi  baik dalam EksepsiJawaban maupun
Gugatan Rekonvensi , kecuall yang secara tegas diakul kebenarannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang pihak PT.Bank Mandiri Thk
tidak dijadikan pihak dalam perkara ini,  Magelis memberkan pertimbangan
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara inl adalah tentang gugaian hara bersama
antara pihak Pengqugat dan Tergugat, dimana pihak penggugat dan Tergugat
telah menjadikan sebaglan darl obyek sengkeia harta bersama tersebut
sebagal jaminan di PT. Bank Mandiri Thk. Jika pihak PT.Bank Mandiri Tbk. tidak
diibatkan dalam perkara ini menurut Magelis Hakim ntdak mengakibatkan
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gugatan Penggugai kuran pihak karena pihak PT Bank Mandirl menguasal buktl

kepemilikan atas obyek tersebut hanya sebatas sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka
eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan di tolak;

Menimbang, babwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi tentang
gugatan Penggupat kurang obyek dan atas eksepsi tersebut Penggugat
menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa terhadap eksepst Tergugat tersebut Majells
memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugal tersebut terkait pokok
perkara dan apa bila Tergugat merasa ada obyek lain yang tidak di masukkan
oleh Penggugat sebagai harta bersama maka Tergugat dapat mengajukan
fugaian Rekonvensi  terhadap harta yang tidak di masukkan dalam surat
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada perimbangan tersebut maka
eksepsi Tergugal tersebut  tidak tepat, oleh karena ity eksepsi Tergugat
tentang gugatan Penggugat kurang obyek dinyatakan di tolak,

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang
gugatan Penggugatl kabur/obscuur libel karena dalam posita gugatan
Penggugat di sebutkan mempunyal hutang pada P1. Bank Mandin (Persero)
Thk. akan tetapi Penggugat tidak menguraikan agunan atas hutang tersebut
adalah obyek yang berupa tanah dan rumah yang juga menjadi obyek sengketa
oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan
bahwa Penggugat tetap pada dall gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugal tersebul Majelis
memberikan pertimbangan bahwa eksepsl Tergugat tersebut terkalt dengan
pokok perkara maka eksepsi tersebut akan di pertimbangkan dalam pokok
perkara,

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka
ekseps| Tergugat wersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perntimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugal tersebut tidak
tepat dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.
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Menimbang bahwa maksud dan fujuan gugatan Penggugal pada

pokoknya adalah sebagaimana tesural di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok
perkara, terdebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara inl merupakan
wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun
relauf;

Menimbang, bahwa pokok perkara Inl sebagaimana dalam gugatan
Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai
ketesan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara
orang yang beragama Islam, secara absolut merupakan wewenang pengadilan
agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi
relatl didasarkan pada asas actor sequitw forum red (tempat tinggal Tergugat)
sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rel silae
(tempat benda terletak) sesual Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan
hukum acara yang beraku dalam lingkungan peraddan umum  yang
dibertakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal
54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 fentang Peradian Agama yang
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bak berdasarkan asas tempal
tinggal Tergugat maupun asas letak benda tdak bergerak, kedua-duanya
berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan
demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara relatif untuk
memernksa dan mengadili perkara ni;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Penggugat membenkan kuasa
khusus kepada Ach. Hussain, S.H.dan kawan kawan, para Advokat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang didafiarkan d|
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan
Nomor | 929Kuasal3i2023/PA. Kab Mlg, maka  Majelis Hakim juga  perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu tertang keabsahan surat kuasa khusus
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yang diberikan oleh plhak Penggugat dalam perkara inl dan tentang keabsahan

penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagal Advokat,
ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugal
mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tanggal 07 Oktober 2022 yang didaltarkan di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor
029/Kuasal3f2023/PA.Kab Mg ternyata 1elah sesuai dengan ketentuan Pasal
123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor & Tahun 1954 tentang
Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Haldm telah pula memernksa Kartu Tanda
Pengenal Advokal (KTPA) Kuasa Penggugat, teryata telah sesual dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim
dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugatl tersebut untuk
beracara dalam perkara aquo sebagal advokat prolessional  mewakili
kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaba mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damal
dan kekeluargaan, namun tdak berhasil, dengan demikian kelentuan Pasal 130
HIR telah terpenuhl dalam perkara ini;

Menimbang, babwa upaya mendamaikan kedua belah pihak beperkara
melalui mediast sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI1. Nomor
1 Tahun 2016 temang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh
melalul jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyone . (Praktisi Hukum), akan tetapi
tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil medias tanggal 13 Aprd 2023,

Menimbang, bahwa dalll-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dali yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri
dan telah berceral berdasarkan Akta Ceral Nomor 4622/AC/2022/PA KabMlg,
dan selama pemikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama
sebagaimana lercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalikan bahwa selama
pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah momiliki harta bersama berupa;
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1, Saw rumah besera tanahnya, SHM No. D3632 atas nama Dwd Listyono,

dengan las kurang lebih 171 M* dan bangunan rumah di atasnya yang
teretak di JI Degantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan
Pakisaji Kabupaten Malang,

2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza,
Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi
Listyono, yang dibell sekira pada tahun 2018;

3. Sisa hutang bersama sejumiah Rp. 145,225,000, (seratus empat puluh
lima juta dua raws dua pulub lima b rupiah);

Menimbang, balwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam
jawaban pada prinsipnya tidak membantah tentang kepemilikan harta dan
hutang yang telah di kemukakan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah tentang kepemilikan
harta bersama yang di sebutkan oleh Penggugat, maka sesual dengan
ketentuan pasal 174 HIR maka pengakuan adalah bukti yang sempurna dan
menqikar,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dall gugatan Penggugat telah
mengajukan alat bukth Surat P1, P2 dan P3 dan 2 (dua) orang saksi,
sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.2/PR.2 sampai T.14/PR.14 dan
T.20/PR.20 sampai 1.24/PR 24 serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa alat buks P1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dan sesual dengan aslinga sehingga majelis hakim menilal
alat bukti tertulls tersebut sah sebagal alat bukt berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) hurut (b) dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alal buktl ( P.1 ) merupakan akta autentk yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai
kekuatan pembuktanya adalah bersifar sempurna dan mengikat berdasarkan
Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti ( P.2 dan P.3 ) bukan akia autentik, akan
tetapi masuk kategor sural lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim
mendal kekuatan pembuktiannya sebagal bukil pendukung dall-dalil gugatan
Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Magelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang sakst Penggugat yang telah memberikan keterangan di  bawah
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sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan saksi-saksi Penggugal bukan

orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi
syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa darl segi syarat materiel saksi, keterangan para
saksl yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainya dan berdasar
pada pengetahuannya maka saksi-saksi tersebut lelah memenuhi syarat formil
dan materil sebagamana ketenuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka
keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukii (T.2/PR.2 sampai T9/PR.9 dan T11/PR.11
sampai T.14/PR.14 dan T.20/PR 20 sampai T.24/PR.24.) bukan akta autentik,
akan tetapi masuk kategorl surat lain yang bukan akia, karenanya Majells
Hakim menilai kekuatan pembuktinnnya sebagai bukti pendukung dalil-dalil
jawaban Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayal (2) KUHPerdata:

Menimbang bahwa alat bukti { T10PR.10 ) merupakan akta autentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,
maka nilai kekuatan pembukianya adalah hersifat sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Tergugat yang elah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagaimana terural dl atas dan saksi-saksi Tergugat bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksl, memberi keterangan di depan sidang seorang
demi seorang dengan mengangkal sumpah, oleh karena #u memenuhi syarat
formil saksl;

Menimbang, bahwa dari segi syaral materiel saksi, keterangan para
saksl yang saling bersesualan antara satu dengan yang lainya dan berdasar
pada pengetahuannya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materdl sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka
keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat berupa Satu rumah
beserta tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas
kurang lebih 171 M’ dan bangunan rumah di assnya yang teretak di JI
Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten
Malang, sefanjutnya di sebut obyek sengketal/ 051, selanjuinya Majelis
memberikan pertimbangan sebagai benkut;
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Menimbang, bahwa Tergugatl telah mengakul bahwa Penggugat dan

Tergugat telah memiliki harta bersama 0S.1  dan sesual dengan ketentuan
pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukt yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui tentang OS.1 sebagai harta
bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun obyek tersebut saat ini
masih menjadi jaminan pada PT.8ank Mandini Tbk. dan hal ini di kuatkan
dengan bukti P1 dan T.8/TR.8 serta T10/PR.10. maka telah terbukti bahwa
0S.1 saat il menjadi jaminan di PT.Bank Mandin Thk;

Menimbang, bahwa 0S.1 lelah menjadi jaminan di Bank, maka
kepemilikan terhadap OS.1 tersebut tidak lagli milik penuh dari Penggugat dan
Tergugat karena masih terikat dengan pihak lainnya;

Menimbang bahwa sesual dengan SEMA no 3 tahun 2018 di sebutkan
bahwa “Cugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan
sebagal jaminan  hutang atau  obyek tersebut mengandung sengketa
kepemilikan akibal ransaks! kedua dan setequsnya, maka gugatan atas obyek
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima’;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas dan telah terbukti bahwa OS.1, berupa Satu unit rumah beserta
tanahnya, SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih
171 M* dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di JI, Dirgantara RT 01
RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang masih
menjadi jaminan di PT.Bank Mandin Tbk. maka gugatan Penggugat tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa temang gugatan Penggugat berupa Satu  unit
kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyola,
dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibell
tahun 2018, selanjutnya disebut cbyek sengketa 2/0S 2:

Menimbang, bahwa aias gugalan Penggugai tersebut pihak Tergugat
dalam jawabannya tidak membantah tentang keberadaan dan obyek tersebut,
akan tetapl 0S.2 dibell secara krdit oleh Penggugat dan Tergugal dan untuk
mengurangl beban hutang dan kebutuhan Tergugat termasuk pengobatan
Tergugat, maka OS.2 1elah dijual pada wakiu Penggugat dan Tergugat masih
dalam perkawinan, dan 0S.? sekarang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugal tersebut, Majelis
memberikan perimbangan bahwa Tergugat telah mengakui jka 0S.2 telah di
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jual oleh Tergugal dan sesual dengan kelentuan pasal 174 HIR bahwa

pengakuan adalah bukti yang sempuma dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasar pada gugatan Penggugal, jawaban
Tergugat dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka
telah diperoleh fakia;

- Bahwa Penggugar dan Tergugat memiliki Satu unit kendaraan bermotor,
Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor
Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli ahun 2018
secara kridit, dengan DP, Rp.70.000.000,00 (tujuh pulsh juta rupiah),

< Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah menjual mobll tersebut
kepada Muslihul Hadi bin llyas Sidik, seharga Rp.160.370.249,00 (seratus
enampuluh uta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan
ruptah) dan hasil penjuatan mobil ersebut di pergunakan untuk melunasi
sisa hutang di Bank BCA sejumlah Rp.60.730.249,00(enam puluh juta tujuh
ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan keperluan
Tergugat yang lainnya termasuk untuk pengobatan Tergugat,

Menimbang, bahwa telah terbuki Penggugat dan Tergugat memiliki harta
berupa Satu unit kendaraan bermaotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza,
Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG yang di beli secara kridit
dan saat inl telah di jual oleh Tergugat seharga Rp.160.370.249,00 (seratus
enampulub juta tga ratus tujub pulah fbu dua ratus empat puluh sembilan
rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk melunasi sisa
hutang/angsuran kndit di Bank BCA sejumlah Rp.60,730.249,00(enam puluh
juta tuh ras tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan
keperisan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1, Undang
Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoieh
selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut telah di jual oleh
Tergugat kepada Muslihul Hadi bin llyas Sidik tanpa sepengetahuan Penggugat
seharga Rp.160.370.249,00 (seratus enampuluh juta tiga ratus wjuh puluh ribu
dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di
pergunakan untuk melunast sisa hutang/kndit di Bank BCA  sejumiah
Rp.60,730.249,00(enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat

puluh sembilan rupiah), maka yang mernjadi harta bersama antara Penggugat
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dengan Tergugat adalah dar harga penjualan mobd di kurangl dengan

pelunasan hutang / krdit di BCA sehingga berjumlah Rp.99. 640.000,00,
(Sembilan puluh Sembdan juta enam ratus empat pulub ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendallkan dalam surat
gugatannya jika Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungan hutang bersama
di Bank Mandirl dengan jumiah total Rp. 235500.000,- (dua ratus tiga puluh
lima juta lima ratus ribu ruplah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam
puluh) kall angsuran {(Aprl 2021 sampal dengan Maret 2026), yang saat inl
lelah terbayarkan sejumiah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp,
90.275.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh pulub lima ribu rupiah).
Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tipa pulub
tujuh) kak angsuran atau sejumiah Rp. 145.225,000,00 (seratus empat puluh
lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mohon agar hutang tersebut
ditetapkan sebagal hutang bersama dan dibagl antara Penggugat dan Tergugat
masing masing 50 (kma puluh ) persen;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam
jawabannya pada pokoknya tidak membantah tentang adanya hutang tersebut,
akan tetapi sebagal @aminan hutang & Bank mandiri tersebut adalah rumah
beseria tanahnya pada obyek sengketa 1 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 174 HIR, Pengakuan
adalah bukti yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalll gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti P.1, P2 dan P.3 serta dua orang saks, sedangkan Tergugat
mengajukan bukt T8/TR.8,T9TRS. dan TI0/TR.10,

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) bermeleral cukup dan
lelah dicocokkan dan sesual dengan aslinya sehingga majelis hakim menilal
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat buktl ( P.1 ) merupakan akta avtentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai
kekuatan pembuktanya adalah bersifat sempuma dan mengikat berdasarkan
Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukil (\P.2 dan P.3) bukan akta autentik, akan
tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim
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mendal kekuatan pembuktiannya sebagal bukii pendukung dalil-dalil gugatan

Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbangn balwa saksi saksi Penggugat telah memberi keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi tahu bahwa Penggugat dan
Tergugat memiliki hutang di Bank Mandiri dengan jaminan sertilikat Rumah
Penggugat dan Tergugal, berdasarkan pada pengetahuannya sendin maka
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat lormil dan matenil saksi,
sehingga keterangannya mempunyal nilal pembuktan;

Menimbang, bahwa alat bukti (T8/TRS8TYTRI9. dan TI10/TR.10)
bermeteral cukup dan telah dicocokkan dan sesual dengan aslinya sehingga
majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti
berdasarkan Pasal 1888 Kilab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3
ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meteral,

Menimbang bahwa alat bukti ( T10/TR.A0 ) merupakan akia autentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,
maka nilai kekuatan pembukianya adalah hersifat sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR,

Menimbang, bahwa alat bukt (T.8/TR.8 1.9/TR.9) bukan akia autentik,
akan tetapi masuk kategori sural lain yang bukan akia, karenanya Majelis
Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagal bukti pendukung  dalil-dalil
gugatan Penggugal, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata,

Menimbang, bahwa berdasar pada Pengakuan Tergugat dan buki di
persklangan 1efah ditemukan fakia bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki
hutang bersama di Bank Mandiri dan jaminannya adala tanah dan bangunan
rumah diatasnya yang tereletak di | JI. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa
Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten / 0S.1;

Menimbang, bahwa dalam pasal 91 ayat (2) Kompdasi Hukum islam,
dinyatakan “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,
benda bergerak dan surat-surat berhagra”,

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut pasal 91 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam, dinyatakan *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa
hak maupun kewajban"; -

Menimbang, bahwa atas dasar kedua pasal tersebul diatas, maka yang
dimaksud harta bersama termasuk juga meliputi hutang bersama suami isten;

Dalamas 34 das 43 halamen, Putasas Nomor 1655P 0 G20230PA Kak Mig

Cwnre
Sem——— R e e e L e )
> Hams Raadd L - T MR OGS SNE t SERT T SR (T S LR S RGNS SRET W LT PR ES e maths S8 matts
Ourm Se drst memmater et r PARTUD /AT BT Safe T T as TRIar /N TENIRETY 8 e TET bele WTIE A Tehe WTAT 000w Faiumy Kanerterae Metnartat Ap ey N vmiels Hal 34

Cnp e sraer@ rwtareapog 208 Tux S0V 116N e 0

116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasar pada fakta dimana hutang Penggugat dan

Tergugat pada P1. Bank Mandin terikat dengan jaminan obyek sengketa 1,
maka hutang Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi tidak udak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam posita dan Petitum
surat gugatan Penggugat menyatakan babwa sisa hutang Penggugat dan
Tergugat di P 1. Bank Mandiri Tbk, sejumiah Rp. 145,225.000,00 (seratus empat
puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mohon agar hutang
tersebut ditetapkan sebagal hutang bersama dan dibagl antara Penggugat dan
Tergugat masing masing 50 (lima pulub) persen dan dalam pérsidangan
Penggugat telah menyatakan tidak ada perubahan pada sural gugatannya,
akan tetapi dalam Repliknya Penggugat telah menyatakan bahwa sisa hutang
Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandirl Tbk. adalah sejumiah
Rp.90.023.225,00 (Sembilan pulub juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh
lima rupiah),

Menimbang, babwa sikap Tergugat yang telah merubah tuntutan jumiah
sisa hutang antara Penggugat dan Tergugal Sebagaimana tercantum dalam
Replik Penggugat mengakibatkan perbedaan jumlah nominal tuntutan
swebagai akibal dari gugatan Penggugal yang tidak konsisten.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang sisa hutang
tidak konsisten maka gugatan Penggugat tentang sisa hutang bersama antara
Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas/ sehingga gugatan Penggugat
berakibat cacat formil / obscuure libel,

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (obscuwe lbel)
maka gugatan Penggugal tentanyg sisa hutang di PT. Bank Mandiri Tbk.
dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceralan maka
harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh
karenanya berdasarkan azas personalilas keisiaman bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum
matedl Istam, dimana berpedoman pada Kompilast Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Kompilasi
Hukum Islam dinyatakan bahwa *Janda atau duda cerai hidup masing-masing
berhak setenpgah dari harta bersama sepanjang fidak ditentukan &in dalam
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perjanjian perkawinan®, hal mana ketentuan Pasal tersebul selaras secara

substansial dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 artinya:
“_.bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan
bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.,..”

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian
perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo
Majelis Hakim menilal bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Iskam dapat
diterapkan dengan menyatakan ¥ (sau perdua) bagian harta bersama tersebut
adalah milik Penggugat dan % (satu perdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa uang hasll penjualan mobil dikurangl pelunasan
hutang telah di terima oleh Tergugat maka Tergugat harus memberikan Y{satu
perdua) darl uang Rp.99. 640,00000. (Sembilan puluh Sembilan juta enam
ratus empat puluh ribu rupiah)tersebut kepada Penggugat atau sejumiah
Rp.49.820.000,00 -(empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh nbu
tupinh);

Menimbang, bahwia karena hingga kini harta bersama tersebut
dikuasai oleh Terqugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama
yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugal menuntut agar
majelis hakim menyatakan putusan inl  dapat dijalankan  lebih - dahulu
(uitvoerbaar bij voarraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis
berpendapar bahwa putusan dapat dialankan lebih dabulu (witvoerbaar bl
voorraad) harus memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ayat (1), bahwa putusan
yang amarmya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum
memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat
digenetalisir, totapl bersifal terbatas berdasarkan Syarat-syarat yang sangat
khusus (Vide Surat Edaran dari Mahkamah Agung RL. Nomor 03 tahun1978),
apalagl putusan tersebut berkaitan dengan harta bersama yang bukan milik
murni darl Penggugat semata, melainkan sebagiannya adalah milik Tergugat,
maka permohonan Penggugat agar putusan Ini dapat dijalankan lebih dahulu
meskipun ada upaya hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugal dalam pefitum gugatan Penggugat
menuntut -agar majelis hakim menghukum  Tergugat untuk membayar uang
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paksa (dwangsom) kepada Penggugal Rekonvensi  sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah) setiap han keterlambatan pemenuhan isl putusan oleh
Tergugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang
paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara stimewa,

Menimbang, balwa dalam perkara inl termasuk dalam katagori
perkara stimewa karena harta bersama berupa sejumiah uvang berada dalam
kekuasaan Tergugat maka untuk melindungl kepentingan Penggugat sebagal
pemdik dari satu perdua dari hanta bersama yang dikuasai Tergugar maka
Majells mengabulkan wuntutan Penggugat tentang dwangsoom yang jumlahnya
akan Majelis tentukan;

Menimbang, bahwa untuk  menjamin  kepastlan  dan  menjamin
dipenuhinya wntutan Penggugat maka Majelis hakim menghukum kepada
Tergugat untuk membayar kepada Penggugal setiap bulan keterlambatan atas
pelaksanaan putusan oleh Tergugat sebesar satu persen dari nilai harta
bersama yang merngad| hak Penggugat,

Menimbang, bahwa dalam pesita gugatan Penggugat angka 11,
Penggugat mohon agar diletakkan sita marnital atas harta bersama Penggugat
berupa rumah dan tanahnya serta satu unit kendaraan bermotor guna
menjamin agar gugatan inl tidak #lusoir;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugal tersebut Majelis
memberikan pertimbangan bahwa temyata permohona penggugat  untuk
peletakan sita pada kedua obyek tersebut tidak di dukung dengan petitum
tentang peleiakan sita marital maka permohonan Penggugat tersebut tidak periu
dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas alat bukii dan tuntutan Penggugat lainnya
yang tidak Majelis pertimbangkan dianggap di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan wguan  gugatan  Penggugat

Rekonvens! adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa pada har sidanq yang telah ditetapkan Tergugat
hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Penggugat diwakili oleh Kuasa
Hukumnya,

Menimbang, bahwa dalam jawabnnya atas gugatan Penggugal
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sebagaimana teruiral di atas, sekaligus pula Tergugal mengajukan gugatan

Rekonvens! tentang pembagian Harta bersama dan Hadhanah;,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugat Rekonvensi  yang diajukan
Tergugat tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132
a ayat (1) dan Pasal 132 b ayai (1) HIR dan oleh karena ity akan
dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uralan Rekonvens! il
Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi | sedangkan Penggugat dissbut
Tergugat Rekonvensi |

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam Konvensi
dan terkait dalam gugatan Rekonvens| ini maka dianggap menjadi bagian dari
pertimbangan dalam Rekonvensi |

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi
menggugal tentang pembagian Harta bersama yang terdirl dar,

1) 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ja'an
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibedi pada tahun ... dan
paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan “Lek Ji* yang
bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.

2) Sebidang tanah yang teretak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan
Lengkonq Kabupaien Nganjuk, yang dibedi pada tahun ... yang bukt
pembeliannya disimpan oleh Penggugat,

3) Sebidang tanah sawah yang terletak o Lemah Ouwur
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi  tersebut,
Tergugat Rekonvensi  dalam [awabannya menyatakan Bahwa hal-hal yang
tidak ada relevansinya dalam Gugatan Rekonvensi yang mana tidak
berkesesuaian dan tidak ada hak jawab dengan Rekonvensi ini baik dalam
dali-dalil dasar hukum (recht ground) maupun dasar faklanya (feitelike
ground), Penggugat Rekorvensi { Tergugatl Rekonvensi tidak akan
menanggapinya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Rekormvensi |
Penggugat Rekonvens:  mengajukan bukti sebagal benkut
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat

Rekonvensl  tentang harta telah mengajukan bukti T1/PR.1, T.15/PR.1S,
sedangkan  untuk  membukiikan jawabannya Tergugat  Rekorvensi
mengajukan bukti TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa alat bukii T.1/PR.1, T.15/,PR.15 bermeteral cukup
dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim
mendal alat bukti tertulis tersebut sah sebagal alat bukti berdasarkan Pasal
1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayar (1) hurut (b} dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti TU/PR.1, T15/,PR.15, bukan merupakan
akta autentik, akan tetapi masuk kategorn surat lain yang bukan akta, karenanya
Maijelis Hakim menilal kekuatan pembukitannya sebagal bukil pendukung dalil-
dalil gugatan Penggugat Rekonvensi | sebagaimana ketentuan Pasal 1881
Ayal (2) KUMPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 dan TR.2 bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dan sesual dengan aslinya Sehingga majelis hakim menilal
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteral,

Menimbang bahwa alat bukti TR.1 dan TR.2 bukan merupakan akta
autentik, akan tetapi masuk kategor surat lain yang bukan akta, karenanya
Majells Hakim menilal kekuatan pembuktiannya sebagal bukti pendukung dalil-
dali permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2)
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugatl Rekonvensi  befupa 2
(dua) bldang tanah sawah yan( terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun ... dari paman Penggugat, pihak
Tergugat Rekonvens!  tidak memberikan tanggapan yang jelas;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim
tertebih dahulu mempertimbangan tentang syarat formil dast suatu gugatan,;

Menimbang, bahwa salah satu dari syaral formil gugatan adalah
Fundamentum Petendi yallu dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering
disebut posita gugatan atau dall gugatan, dalam posita gugatan harus dengan
jelas memperlihatkan dasar Hukum (rechielijke grond) Mubungan hukum
(rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan
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dan penyelesaian perkara dan disamping ilu Posta gugatan juga harus

menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) atau peristiwa yang terjadi disekitar
hubungan hukum dmaksud,

Menimbang, bahwa gugatan berupa benda tidak bergerak / tanah maka
dalam posita / dalial gugatan harus di jelaskan identifikasi dari tanah tersebut
antara lain luasfukwran, batas batas dan letak obyek tersebut berada di mana
dan obyek tersebut kapan diperoleh;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajarl dan memperhatikan
pasita gugatan Penggugal Rekonvensi  sebagamana tercantum dalam duduk
perkara diatas jlka dihubungkan dengan syarat formil darl sebuah surat
gugatan, temyata gugatan dari Penggugat Rekonvensi  dalam posita maupun
dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan dengan tetang dan jefas luas,
batas batas dan kapan obyek tersebut di peroleh;

Menimbang balwa karena Penggugat Rekonvensi telah  tidak
mencantumkan dengan terang dan jelas luas, batas batas dan kapan obyek
tersebut di peroleh maka gugatan Penggugal Rekonvensi  semacam nl
menjadi tidak jelaskabur ( obscuur fibel ), sehingga mengakibatkan gugatan
Penggugat menjadi cacat tormd,

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor; 1149 K/Sip/1975
tanggal 17 Aprit 1979 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah
suatu gugatan benda tetap/tanah yang tidak menyebut letak lokasi dan batas-
batasnya secara |elas dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa sesual dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 di
cantumkan bahwa ‘Gugatan mengenal tanah dan'bangunan yang belum
bersertifikal yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya harus
dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasar pada dall gugatan Penggugat Rekonvensi
1ersebut dan di hubungkan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,
maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk cacat formil, oleh
karena gugatan Penggugat Rekonvenst berupa 2 (dua) bidang tanah sawah
yang terfetak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk cacat
formil, maka gugatan Penggugat harusiah dinyatakan tidak dapat diterima {Niet
Ontvankeljk verkiard);

Menimbang bahwa Penggugal Rekonvensi  juga menggugal atas
Sebidang tanah yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong
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Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun ... yang bukili pembeliannya

disimpan oleh Penggugat dan Sebidang tanah sawah yang terletak di Lemah
Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang buks pembeliannya disimpan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugal Rekonvensi  tersebut,
Tergugat Rekonvens! telah membenkan jawaban sebagaiman terurai diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah diuralkan pada
obyek berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yang tereiak di Desa Ja'an
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun .. dari
paman Penggugat, menjadi bagian dan perimbangan dalam obyek Sebidang
tanah yang teretak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten
Nganjuk, dan Sebidang tanah sawah yang terdetak di Lemah Duwur
Kecamatan Wagsy Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugal Rekonvensi
berupa Sebidang tanah yang teretak ¢ Desa Jeruk Wangi Kecamatan
Lengkong Kabupaten Nganjuk, dan Sebidang tanah sawah yang teretak i
Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, juga tidak menyebutkan
identifikasi dari tanah tersebut baik luas maupun batas batasnya dan kapan
tanah tersebut di peroleh, maka gugatan Penggugat Rekonvensi  semacam mi
menjadi tidak jelaskabur ( obscuur libel ), sehingga mengakibatkan gugatan
Penggugat menjadi cacat lormd,;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas oleh karena gugatan Penggugat Rekonvens! berupa Sebidang tanah
yang terlerak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk,
dan Sebidang tanah sawah yang lerketak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang cacat formll, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verkiard);

Menimbang, bahwa olkh karena gugatan Penggugal Rekonvensi
berupa tanah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukt
yang terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvenst tersebul tidak perhs lagi
dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua gugatan Penggugat Rekonvensi
berupa tanah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan
Penggugal Rekonvensi  berupa Perbuatan melawan Hukum, Sita mantal,
pembagian harta bersama gugatan Rekonvensi , dwangsom dan Uitvoorbaar
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bij voorraad tidak perlu lagl diperimbangkan lebib lanjut dan dinyatakan tidak

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugal Rekonvensi  juga menggugal tentang
Hadhonah/hak asuh atas ke tiga anak Penggugat Rekonvensi  dan Tergugat
Rekonvensi  yang bemama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono,
Umur 13 Tahun, Muhammad Azzam Dva Rizqi Bin Dwi Listyono, Umut 12
Tahun, dan Siti Halsha Nfayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10 Tahun agar
di tetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvens| ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugatl Rekonvensi  lentang hak
asuhranak , Tergugat Rekonvensl tidak memberikan tanggapan,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat
Rekonvensi  mengajukan bukii T.1/PR.1, T.16/PR.16, T17/PR.17. T18/PR.18
dan T.19/PR.19.sedangkan Tergugat Rekonvensi  mengajukan bukti TR.3 dan
TRA4;

Menimbang bahwa alat bukti surat TL1/PR.1, TA16/PR.AE, T17/PRAT.
TI18/PR18 dan TI19/PR.19.8efta TR dan TR.4 semuanya bermeteral cukup
dan alat bukii yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan asknya
sehingga Majelis Hakim menilal alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buke
berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meteral serta
pasal 2 Ayat (1) Perawran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tan! Bea Meteral dan Besamya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Meteral;

Menimbang bahwa alat bukil TUPR1, TIGPR.16, T17/PRLT.
TA8/PR.18 sera TR.3 lersebut merupakan akta autentik yang dibual oleh
pejabat yang berwenang, dan sinya tersebut tidak dibantah, maka nilal
kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempuma dan mengikat berdasarkan
Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti T1/PR.1 dan TR.4 bukan merupakan akta
autentk, akan tetapl masuk kategoed surat lain yang bukan akta, karenanya
Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagal bukti pendukung dalil-
dall permohonan Pemohoen, sebagalmana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2)
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa aal bukti T19/PR.19 yang berupa prinf out dari
screenshot percakapan melalui whatsap yang diajukan oleh Penggugat
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Rekonvens di persidangan Majelis Hakim menblal sebagal alar buktl

permulaan yang harus didukung oleh bukti lain karena tidak memenuhi syarat
formil dan syarat materil sebagal alat bukt yang sempurma dan mengikar,

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah jika
Penggugat Rekonvensi  dengan Tergugat Rekonvensi  memiliki 3 orang anak
sebagaimana yang dilalilkan oleh Penggugat Rekonvensi  maka sikap Tergugat
Rekonvensl  yang tidak memben jawaban yang jelas tersebut dianggap
mengakul secara diam diam ams dalil gugatan Penggugat Rekonvensi
lersebut dan sesuai pula dengan bukti T16/PR.16, T.17/PR.17. dan T.18/PR.18.
dan bukil TR.3;

Menimbang, berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka telah
terbuktl bahwa Penggugat Rekonvensi  dengan Tergugat Rekonvensi  tefah
memiiki 3 (iga) orang anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwy
Listyono, Umur 13 Tahun, Muhammad Azzam Dwid Rizql Bin Dwi Listyono,
Umar 12 Tahun, dan Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10
Tahun dan saat inl anak anak tersebul berada dalam asuhan Tergugat
Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan  Penggugal  Rekonvensi
berupa hak asuh anak tersebut Majelis memberikan pertimbangan, secara garis
besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak
adalah sebagai berikut

- Pada dasamya baik ibu maupun bapak tetap berkewajliban memelihara
dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan
{hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepenlingan
anak, karena itu jika ada persefisihan mengenal penguasaan anak, maka
Pengadilan memben keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 hurul (a)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
bempatisipasi  secara  wajar sesual  dengan  harkar  dan  marabal
kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 105 hurul ( a ) Kompilasi Hukum Islam menentukan, ‘Dalam hal
terfadl perceralan pemelihataan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak bunya®, sedang buruf ( b ) menyatakan, Jika
anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak uniuk memiih di antara
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ayah atau ibunya sebagal pemegang hak pemeliharaannya”. Hal inl sejalan

juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Majelis Hakim berpendapal bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh
anak adalah kepada siapa diantara ayah atau bu yang paling mampu
meng@amin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik
anak member makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan
lerbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak
mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jka parameter kemaslahatan dan kepentingan
terbalk anak yang digunakan maka harus digal rekam jejak orang tua
{Penggugat dan Tergugat), siapa diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi  yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak
maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hal hal yang perlu dipechatikan bagl pemegang hak
asuh anak adalah; aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan
mendidik dan memelihara anak,

Menimbang, bahlwa yuriprudensi Putusan MA R nomor: 110
KIAGI2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan
semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat
fakta lkut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan
kata lain yang hatus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan
slapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak yang bernama Sii
Hasna Naurah Arisantl Binti Dw Listyono dan Muhammad Azzam Dvd Rizqgl Bin
Dwi Listyono femyata kedua anak fersebut telah berumur diatas 12
tahunfsudah mumayiz sesual dengan buktl T16/PR.16 dan T.17/PR.17 maka
sesuai dengan ketentuan pasal 105 huru! (b) Kompilasi Hukum Islam
dinyatakan bahwa "ka anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak uniuk
memilih df antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya®;

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut tidak pernah di hadirkan
oleh Penggugat Rekonvensi  dalam sidang unwuk di dengar keterangannya
dalam persidangan apakah anak tersebut memilih  berada dalam asuban
Penggugat Rekonvens: atau Tergugat Rekonvensi |
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Menimbang, bahwa Tergugai Rekonvensi  telah mengajukan buktl

TR 4 berupa surat pernyataan di luar sidang maka bukti tersebut hanya sebagal
bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan
tersebul diatas maka  gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak
yang hemama Siti Hasna Naurah Arisanti Bintl Dwl Listyono dan Muhammad
Azzam Dwi Rizgi Bin Dwi Listyono, dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan Hadhonah
/hak asuh anak yang bernama Siti Halsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono,
tanggal lahir 25 Okiober 2012 untuk ditetapkan berada dalam asuban
Penggugat Rekonvensi |

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalinya Penggugat Rekonvensl
mengajukan bukti T18/TR 18 sedangkan Tergugat Rekonvensi  mengajukan
buktl TR.2.

Menimbang, bahwa dan bukti Penggugat Rekonvenst  dan Tergugat
Rexonvens:  diperoleh fakia babwa anak yang bemama Sitt Hafsha Nihayah
Arum, tanggal lahir 25 Oktober 2012 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugal Rekonvensi  dan anak lersebut sekarang berada dalam asuban
Tergugat Rekonvensi |

Menimbang, bahwa temyata anak yang bemama Siti Hafsha Nihayah
Arum masih belum mumayizidi bawah 12 tahun maka sesuai ketentuan Pasal
105 hurut ( a ) Kompilasi Hukum Islam menentukan, “Oalam hal tegadi
perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz alau belum berumur 12
tahun adalah hak lbunya®.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 hurul (a) Kompilasi Hukum
Isiam tersebut tdak berdaku mutlak, karena untuk penentuan hak asuh anak
yang diutamakan adalah kebaikan anak, bukan siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang hak suh anak
yang bernama  Siti Hafsha Nihayah Arum ndak di dukung dengan bukti yang
cukup bahwa anak tersebut akan lebih balk [ika berada dalam asuban
Penggugat Rekonvensi  maka gugatan Penggugat Rekonvens! atas hak asuh
anak yang bermama Sitl Halsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oklober 2012
dinyatakan daolak;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan perimbangan tersebut
diatas, gugatan Penggugat Rekonvens:  tentang hak asuh 2 (dua) orang
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anaknya telah dinyatakan tidak dapat di terima dan satu orang anak dinyatakan

di tolak dan selama ini anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi maka
Majelis Hakim memetintahkan kepada Tergugat Rekonvensi  untuk fetap
memberi keleluasaan kepada Penggugat Rekonvensl  untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tentang blaya
perkara, majelis hakim berpendapat bahwa perkara int termasuk dalam bidang
perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1889 yang telah diubah dengan Undang-Undang N a
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor S0 Tahun 2009, maka biaya akibat
perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'l yang berkaitan dengan perkara inl

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat,

Dalam pokok perkara;
1. Mengabukan gugatan Penggugat sebagian,
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki barta bersama  berupa
uang sejumlah Rp.99, 640.000,00. (sembilan puluh sembilan juta enam
ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan baglan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak
satuperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2
diatas,;
4, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang
sejumlah Rp.49.820.000,00 -(empat puluh sembilan na delapan rams dua
puluh ribu rupiah) atau setengah dan harta bersama yang tercantum pada
diktum nomor 2 tersebut diatas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sejumlah satu persen darl harta bersama yang menjadl hak
Penggugat setiap bulan atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan
tersebut yang telah berkekuatan hukum setap,
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6. Menyatakan gugatan Penggugal Selain dan seleblhnya tidak dapat

diterima;

Dalam Rekonvensi:
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang
bermama Siti Halsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012,
2, Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak
dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
Membebankan biaya perkara Ini kepada Penggugal  KonpensifTergugat
Rekonvens: sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lma ribu
fupiah);

Demikian putusan inl dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah, oleh
kami Dra. Hj. Nur Ita Alnl, S.H., MHES., sebagal Ketua Majelis, Drs. H.
Muhammad Khairul, M.Hum. dan Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebaga
Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota
tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu
|uga, dengan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H,, M.H., sebagal Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat KonvensliTergugat Rekonvensi
serta Tergugat KonvensliPenggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota |, Ketua Maelis,
Drs. H. Muhammad Khalrul, M.Hum, Dra. Hj. Nur Ita Ainl, S.H., MHES,
Hakim Anggota I,
Sutajl, SH., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.
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Rinclan Blaya Perkara :
1. Biaya Pendaltaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses T Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan $ Rp 330.000,00
4. Biaya PNBP . Rp  30.000,00
4. Blaya Redaksi © Rp 10,000,00
5. Biaya Meterai : _Rp_ 10.000,00
Jumlah . Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri
Nama . Azka Ribhy Miftah
TTL : Blitar 07, Februari 2002
Alamat . JI. Batanghari, Dimoro,

Sukorejo Blitar

Pendidikan Formal

2007- 2014 : SDI Kota Blitar

2014 — 2017 : SMP Islam Sabillurrosyad Gasek, Malang
2017- 2020 : MAN 1 Kota Malang

2020 — 2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal
2014 — 2024 - : Ponpes Sabillurrosyad Gasek Malang
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